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MOTTO

“ Sebaik-baik ilmu adalah ilmu pang diamalkan
gelama npatwa magibh vikandung badan, kKarena
ilmu tampa pengamalan iharat bunga tampa

aroma”
Dan jangan Kau sangka kemuliaan itu

seperti engkau memakan famar dan meminum

madu, karena tidak akan tercapai
kemuliaan itu hingga engkau
mencicipi yang pahit

dahulu.
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EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan berkembangnya
ekonomi dan meningkatnya pembangunan, korupsi yang terjadi juga
mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penyelesaian tindak pidana
korupsi belakangan ini banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak,
terutama sejak reformasi digulirkan. Padahal, korupsi bukanlah merupakan
masalah baru, bahkan semejak Republik ini berdiri telah dikeluarkan berbagai
peraturan yang pada intinya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak
pidana korupsi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
mengunakan metode kualitatif. Data penelitian ini setelah dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis,dapat
diperoleh hasil bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara menurut penulis sampai
saat ini kurang atau tidak efektif. Walaupun tindak pidana korupsi ini
dilakukan dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan
kerugian negara. Upaya untuk mengembalikan kerugian atau mengoptimalkan
pengembalian kerugian negara telah dilakukan dengan berbagai cara. .

Salah satu usaha yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan
pengembalian kerugian Negara dalam perkara korupsi antara lain:

1. Cara Non-Litigasi (cara negosiasi dan mediasi)
2. Cara Litigasi

Cara Litigasi dilakukan dengan beberapa cara:
Gugatan karena melawan hukum
Gugatan karena Wanprestasi
Gugatan karena putusan perkara pidana
Gugatan pembatalan

o o

Usaha-usaha di atas yang berupa kebijakan dan langkah-langkah
dilakukan sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan untuk
mengupayakan mengembalikan kerugian negara yang dapat diselamatkan. Hal
ini menunjukkan upaya konkrit pemberantasan dan penanggulangan korupsi
berikut pengembalian kerugian negara, sekaligus merupakan implementasi
dari percepatan pemberantasan korupsi



BAB1
PENDAHULUAN

A. ‘Latar Belakan Masalah

Efektivitas penegakan hukur’n pidana c-li Indonesia boleh dikatakan -
belum begitu memuaskan secara 1ha,ksiina1 bagi tegakﬁ)‘l.a' asas keadilan
atas péﬁeg_akaﬁ "hukum pidana‘ -balgi masyarakat khususnya bagi tindak

- pidana korupsi yang telah merdgikari keuanigan dan pérekonomian Negara,
namun hasil dari penegakan hukum -tersebut setidak- tidaknya -
menéipti_ikan épek jera bagi pelaku tindak pidana korﬁpsi dan juga pelaku

' tihdak p.idana yang lainnya. |

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia
berdasa.rkan atas hukum (Rechstaat), tidak. berdasa.rkan atas kekuasaan'
belaka (machtaat) Im berarti Repobhk Indone51a adalah’ Negara hukum
| yang demokratis berdasarkan pancasila dan. UUD 1945, menjunjung tinggi
hak asasi rﬁanusia, dan menjaﬁin semua warga bersama kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan serta wa_ub menjunjung hukum dan _'
pemermtah itu dengan t1dak ada kecualinya'.sehingga konsekwen51
keten’tuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku .alat

Negara dan wérga Negara harus befdasarkan dan sesuai dengan hukum.

: Majehs Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesxa, Pana’uan
Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan
Urutan Bab, Pasal Dan Ayat, (Sekretariat Jenderal MPR R, Jakarta, 2007), hlm. 46.



MéWﬁjudkan Nle'gara yang c‘lemok'ratis.tidaklah rﬁudah_, diberlukan |
upayé pe_ne_gak hukum yang konsisten dan berkeéenambungan. Penégakan
hukum sendiri -me‘li'puti tiga hél, yaitq kepastian hokum (rech&sic;herl;zéit),-

‘ kem‘afnfaatan -.‘(zweckmassigkeit)',. dan | keadilan | v(vgere'chtigke-it').

P_eiaksanaan penegak '_hUk\;r’n ‘bukan tanpa rﬁasalah sebab pada kén’yafaan

~antara ketiga unsur tersebut selalu berbenturan. Dalam menegakan hukum

di Inndonesia, seharusnya ketiga hal di atas mendapat perhatian secéra_

'~ proporsional dan seimbang agar fidak dikérbankan begitu séja demi sélah‘
.satu_-un,surny-av. | | |

Masaiah peneéakan- hukum dan kepastian hukum merupakan

masalail yang patut diagendékan, karena penegakan hukum dén ‘sup'rem_asiv
) hukum belum bég_itu dinikmati dleh sebagian masyarakat Indoneéia.' Bagi
sebagian 'r'na_syaraka't"' Indonesia, hukum dirasakaﬂ- belum membeﬁkan fasa

* keadilan, kesetaraan dan perlindungan ferhadap hak . asasi manusia
khusﬁsnya terhadap masyarakat kecil dan tidai( mampu. Penegakan hukum
dan kepastian hukum masih melihat status's'osial éesé.orang,. demikian pula
pela.ksgna_an putﬁsan .péﬁgadiian' yang seringkali hanya memihak padé
pihak yané kuat dan penguasa. Hukum dalam pengadilan hanya ‘sekedar
| diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis. i’enggunaan iﬂterp‘retasi
hukum dan yufispfudensi belum aigunakan secara 6p‘tima,1_'oleh hakim

- untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.



| Pénégakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif.

Khu‘sﬁsrliya dalam pemberantasan korupsi selama ini di’sebébkan antara
' lain kérené tidak adanya keteladanan dari pimpinaln'pemerintahanl beserta

jaj'érannya dari ti'ngkat pusat- 'sampai‘ ke daerah serta tidak 'adanya

kemauan pohtlk yang besar, tidak saJa dari lembaga Eksekutif, tetapl Juga
' lembaga Legislatif dan lembaga Yudlkatlf Bahkan dari hasﬂ survey yang
. dllakukan oleh lembaga swadaya masyarakat tlndak p1dana korupsi sejak
~ masa reforrna51 terjadi Justru pada 11ngkungan lembaga Leglslatlf ba1k di
: lpusat maupun daerah sehingga sudah sangat mencemaskan karena bersifat

meluas j(Wide Spréad) disegala sector,pemerihtahan.

Oleh karena itu, sudah 'sepa.ntas'nya penegakan hu_kum di Indohésia

ha.rus ciiupayakan isemaksimal mungkin -kareﬁa i ji'ka' tidak maka

) késejahteféan dan ‘ker"nakmu‘ran_ .sebua}-l.' bangéa sar_xgatiah sulit' dan_

' 5aga.ikan mimbi belaka, justru itu penegakan hukum dan su_pre'masiv hukum

harus besenerg1 dan j Jangan tumpang tindih dalam menuntaskan kejahatan -
| korup51 dan keJa.hatan yang lamnya

Sejak dlresmlkannya Kabinet Indonesia Bersatu péda 20 Oktober

2004, program penegakan hul;mn dalam memberantas tindak pidana

korupsi menjadi agenda utama dalam 100 hari pemerintahan Susilo



_Bambarig ',Yudhoyono. Program penegakan hukum kasus-kasus korupsi itu

~ meliputi:2

pemberantasan  korupsi, terutama yang b_erpotensi mengembalikan
aset/uang negara; . '
perhatian kepada Pengadilan Tindak Pldana Korup51 (Tlplkor) mengenal
kewenangan, personalia, dan pendanaan; '
pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan.

Ageﬁda 100 hari tersebut di atas kémudian. ditegaskan dan
dilengkapi dengan 'agenda-agenda yang harus dilaksanakan'be'rdasarkan
Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 (9 Desember 2004) tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi. Agend‘a-agenda tersébut antara lain:>
. pelaksanaan pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan
laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan eksekutif;
menetapkan kinerja (performance indicator). oleh menteri dan pejabat
setingkat menteri (seperti Jaksa Agung) untuk pejabat di bawahnya secara
‘berjenjang;
mengoptimalkan upaya-upaya penyldlkan dan penuntutan oleh Kepolisian
dan Kejaksaan terhadap tindak pldana korupsi, menghukum pelaku dan
menyelamatkan uang negara;

. mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap abuse of power dan para
. ,penegak hukum (polisi dan Jaksa) _

Berdasarkan agenda Yang ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa
korup51 menimbulkan situasi 51kap h1dup untuk leblh mementmgkan
kepentmgan pr1bad1 danpada kepentmgan umum, pelaksanaan segala

’peraturan yang menyangkut . orang banyak di persullt untuk _maksud

. mendapatkan -keuntungar bégi kepentingaﬂ pi‘ibeidi “atau se_golongan‘

. - Mas Achmad Santosa, Penegakan Hukum Korups1 ‘dalam -
=detail. poli -

1k mekamsme leglsla51&1d:'25, dlakse's 28 Jum 2010
3 Ibid, .



maéymakat, 'dah 'pe.rsaingan 'yang '.tidak vs_eh.at dan _segala '.la_pisénl
mésyarakat- | sebagai penjelmaan pe‘rbu’atén. ‘korup‘si yang terselubung,
sehingga perbuatan korupsi telah membudaya &an merusak. seﬁdi-sendi
k'ehidup_an4 dan menghambat'pencapaian kesejaht‘era_an "'mas:yarakat. Oleh |
karena itu .'hall-us segera diberantas sebab tindak pidané korupsi itu sendiri
dalam lapangan hukun; Iﬁidana merlipakaﬁ tindak pidana yang mérﬁuaf
ketentuan penyimpangan dar1 azas-azas hukum dan aturan umum 'KUHP
sebagalmana dunaksudkan oleh ‘Pasal 103 KUHP,ﬂ yang dalam |
menyel_e'_s'aikannya- ‘m_enggunakan aturan-aturan dan cara-cara 'ya_ng khusus-
v _pulé. | |

- Di’ dalam’ penjelasan Undangfundaﬁg Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas_Undang-Undang Norhor 3i Tahun.'1§99.Tenténg_
:Pémberaﬁt'asan Tindak - Pidana K(_)rupsi disebutkan b‘ahw.a‘ .mengingat
| korupsi di Indonesia teﬁadi secara sistematik dan meluas sehin_gga tidak-
hanya- merugikan keuangan negara; tetapi juga telah melanggar hak-hak‘
5031a1 dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korup31
. perlu dllakukan dengan cara luar blasa Dengan demikian, pemberantasan
tlndg,k ,plda_na korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusué, antara

“lain pen'erapan' sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang

. dlbebankan kepada terdakwa

Menurut prasejarah hukum Istllah korupsi sesungguhnya sudah

dlkenal dalam duma hukum - Indone51a seJak dlterbltkanya peraturan

B 4 Bambang Poemomo, Pertumbuhan Hukum Penyzmpangan di Luar
_ Hukum Ptdana (Bma Aksara Jakarta, 1984), him. 34

5



| pgngué.Sa Militer No Prt/ PM-08/-1958 tentang penyelidikan haﬁa bendé.
| 'P__asal 1 huruf a dari pelatﬁran te_fsebut’ me’nyebutkanr bahwa 'selain
wewenang nien_gadakan i)ényelidikan terhadap harta'benda séseo'rang 'yang |
_ diéa_ngka mclakuka.n, kompsi ménurﬁt Peraturan penguasa Militer No.
Prt/PM/06/1957, penguasa Meliter berwenang pula mengadakan .

| penyelidikan terhadap -harta_ benda - setiap orang .atau_ ‘badan di dalam

'daefaﬁ_yang_kekayaannya.dipero'le'h' sacara mendadak dan mencuri gakané.
>S.ei»r.ing _de.ngaﬁ' bérkelﬁbangr_l_y_a teknologi informasi, dan

| meningkamya ekonomi dan pemb'angunan, sérta po_l'itik dan social, korupéi
| »”yah.g'telljadi juga mengalami peningkatan ymé‘smgat sign_i'ﬁllcalx.l.‘Artinya;
"korupsi yang sudah dilakukan_. mvel.iplvuti. banyak sektgf dengan pélakuny_é
hampir disetiap strata masyarakat. Selain itu, klm korupsi juga sudah
dilakukan secara '_terang-te‘rahg‘an, bahkan. melibatkan ‘banyak' orang.
_ Perkemi)angan -ini‘ justru memper_hatinkan.b Hasil survey Transpdrency
Interha&io_nal Indénes?’al (le11) henunjhk—kan, Indonesia_l nierupakan ‘Negara’
p_aling korup nomdr enam dari 133 neéara; Dikawasan Asia, Bangiadesh :
dan Myanmar lebih korup dlbandmgkan Indone31a N11a1 Indeks Persepsi
korups1 (IPK) Indonesm ternyata lebih rendah danpada negara-negara'
' tetangga, seperti Papua Nuglm, Vetnam F111p1na Malay51a dan Smgapura
'Sement_ara itu di tingkat duma, Negara-negara ber-IPK lebih buruk dari

Indonesia -merupakan Negard yangvv-se'dang mengalami konflik seperti

: 5 Tahun 1957 telah dlkeluarkan peraturan kepala Staf Angkatan Darat
selaku -penguasa Meliter di- daerah kekuasaan Angkatan Darat No. Prt/ PM-06/1957
tentang pemberantasan Kompsn Adapun pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut

karena telah terjadi kemacetan dalam pemberantasan korupsi. ‘
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Angola, Azerbaijan, Tajikista’n, dan Haiti6. 'Sebuah m‘asaléh besar yang: |
sangat ‘mehéguncangkan ‘karena sarat dengan prakt'el&v KKN “dan
mémpmyai demensi pollit'ik-, ekonomi serta hukum,yang sampai saat "i'ni
~ terus mengelinding menj'aldil sebuah controversial yang seolah olah tampa
ujung. |
| Apébila mencermati kasus kofupsi tahun 1996/1997 misalnya,
' &ang dilakukan .olléh 'pejabat pemerintah disekfor Perbankkan ﬁaupm
’ BUMN hlngga terdapat penemuan oleh penega.k hukum Kejaksaan Agung
‘sekltar 14.572 penylmpangan kasus keuangan Negara yang mehbatkan'
‘keruglan Negara Rp. 5329 mehar Pada trlwulan pertama 1996/1997_
: teljadl sebayak 3.223 kasus melibatkan keruglan negara Rp 14. 300 meliar.
Dan’ Pihak Kejaksaan.“ Agung R menyatakan bahwa pada’ preode
B 1995/1-996 dapat juga &ité}nukan 410 kasus tindak pidana -klOru_psi yﬁng
meﬁyeﬁabkan kerugian Neéarg Rp. 200;392 fndiar dan tahun' 1996/1997 ,
- 'sébayék 241' kasus }.'ang rlr.lenimbulvka:n‘ kerﬁgiari Negeira Rp.. 203. 749
meliar’, - | | | |
‘Bila disimak kerugian Negara yang ditimbulakn oleh pelaku
korupsi 'ini, sunggﬁh seperti pehjaraiian hé}rt"a Negara -"yang dilakukan_ ‘
'sécarg— beramai-ramai. Détaf :Kéjaké'aan ‘Agulrig RI ’ménCatat bahwa
) kekayaan' Negara yang v'c‘la}-)'at diselmnétkén hax_iya Rp. 0.333 meliar ‘di

* tahun 1995/1996 dan_tahun 1996/1997 Rp. 2.731 meliar. Tni berart,

. $ Evi Hartanti, Tindak pidana Korupsi, (Sinar Grafika, Jakarta, 200'6),'
. hal. 2 :

7 Data dokumentasi Korup51 tahun 1995- 1997 diambil dari chaksaan
. Agung Tnggal 14-8-2009 _



kekayaan Negara yang telah dijarah oleh ;para pelaku korﬂbsi sulit untuk

* dikembalikan lagi secara utuh kepéda Négara_.8

Begitu juga dalam pem_asalahan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia), yéng" ‘mana .hingg-a kini masih menjadi isu coht'roversi_a_l :
_' dimana 61eh'bayak _pihak dianggap_ seBégai_ sejarah sekandal perekonomian |
terbesar 'di ‘Indonesia' dikarenakan bukan saja magnitude-nya yang
mengundang perhatian tetapi Juga melmgkup1 persoalan yang sangat
komplek Dalam kasus BLBI tersebut terdapat faktor-faldor penyelamatan |
ekonomi, kepentmgan pohtlk—ekonoml Unsur cr1m1na1 serta kebljakan |
perﬁerlntah yang multl'actor sehlngga penyelesalannya sampai menginjak
tahun 2006 dan sampai sékar‘ang ini belum menampakan tanda-tanda akan

berakhir walatipun.masih terus di eksekusi.

Apabila mencermati lapdfan audit investigasi penyaluran dan
' pénggﬁnaan BLBI yang dikeluarkan oleh BPK padéi tang.g.al 31 juli 2000,
- terungkap bahwa jumlah BLB'I yang telah disalq_rkan oleh bank Indonesia
' _kepadé 48 bank penerima yaitu 10-”bank-beku operasi (BBO), 5- Bank
dalam likudasi (BDL) mencapait jumlah Rp. 144,536 tﬁliun ‘dimana dari
Jumlah tersebut potens1 keruglan Negara dalam penyaluran BLBI

mencapai 138,442 tr111un atau 95,78% akibat berbagal pelanggaran yang

® Data dokumentasi korupsn tahun 1995-1997 diainbil dari Kejaksaan Agung
tahun 2009 -14-8 : : _



di lakukan oleh bank penerima BLBI maupun pelanggaran yang dilakukan

oleh bank Indonesia’.

.Begitu juga dengan kasus _yéng té'rj adi di pihak kejaksaan menurut
audit BPK' yang m‘en'yatakah bahwa _eksekusi terhadap hukuman. uang
pengganti’ atas kerugia_n‘ negara dalam perkara pidana korupsi, yang
ditetapkan oleh Pengadﬂah senilail Rp 6,67 triljun éela'rria tahuh anggaran
-2004 dan. dikelola oleh Kejaksaan Agung,'? _hinggé kini belum berhas‘il

 ditagih semuanya_, masih bebefapa persen yang belum dieksekusi

Berbagal penylmpangan yang telah terjadl Jelas telah meruglkan'
keuangan Negara dan sarat akan praktek KKN tersebut sudah men_ladl‘
.keharusan bagi aparat penegak hukum  di Indone_sm untuk dapat
-menyelésaikan dengan sebaik—baiknyé. Salah satu institusi penegak hukum
yang diharapakan ‘ dapat r'nenyevlesaikan. -kasus  korupsi untuk
mengembahkan keruglan Negara tersebut adalah Ke_]aksaan Agung dan
begitu j _]uga penegak hukum yang lamnya Praktek korup31 yang cenderung
| memngkat merupakan tamparan serius bagl upaya penegak hukum di

_ Indonesia, terufama pihak Kejaksaan Agung Kejakéaan mefupakan.badaﬁl :'
yang memiliki przvzlege untuk bertindak atas nama Negara dan
'masyarakat dalam melakukan penyelldlkan dan penyldlkan terhadap

kasus-kasus korupsx.

® Data dari karya ilmiah saudara Sri Kuncoro, Yang berjudul; Efektivitas
kejaksaan agung dalam penyelesatan kasus BLBI, No.1918 (Perpustakaan UGM Tahun
2006) hlm.3-
'  Indonesia Corruption Watch (ICW), Evaluasi Setahun Pemermtahan SBY-
KaIIa, Tahun 2005, him. 14,



Dalam kaitan ini banyak sedikitnya kasuS-kagus-'korﬁpsi di bawa
kepihak kejaksaan sarigat-ditentu_kan oleh efekti-vitaS lembaga ini dalam
melaksanakan tugas-tugasnya. Kénsi_st’ensi_ dan kridibilitas Kejaksaan
meripakan sarét mutlak"yéngv harus dipenuhi agar peranannya seBagai
p_enjamin-‘ keadilan | dan kepastian hukum benar-benar sesuai de'ng_an
har‘apén' masyarakat. Kenyataannya, banyak kasus korupsi tidak terungkap -

sehingga .atkibatnya‘ .masyara'kat‘ rhenja_di skeptié, dengan sungguhan
| kéjakséan daiam mengmgkap sebagéi dugaan' k‘orlupsi.ﬁHal ini disebabkan
_kéren_a-, bayak kasus korupsi yang diajukan Kejéksaan tidak- bisa di

3 selesaikan'dengan'tuntas; bahkan justru dibebaskan.

_ S_ehﬁbuﬂgan 'denga'n hal-hal diafas, deWaéa ini p:‘ene-g‘algan hukum
mengﬁadapi tantangan yang begitu besar dalam memperbaiki ,citrar_lya.
| Berbagai kﬁtik terhadap efektivitas penegakan hukmﬂ' demikian .genc‘z.ar
seakan-akan penegakap hukum tidak serius dan lmhban dalam menangani
berbagai pérsoallan yang berkaitan dengan kasus-kasus yé.ng_ b:e'rt.iau' KKN..
pe_nﬂaiém kegagalan terhadap e_fektiﬁtas penegakan hukum diukur dengan
sikap  Kejaksaan yang dianggap'tidak atau kurang tané'gap ‘dan: lamban
menangan_’i kasus kellsus' koru'ps'i yang pgnénga_nannya dan penyeiesaiannya |

dipercayakan kepada institusi periegak hukum yaitu Kéj aksaanAgung i

Perbaikan -e'fei("%iVitasz ‘pén.e:gék'an 'hukum sepertil Kejla‘ksaan‘ Agung
khusuéi_;};a dalam upaya- pémbergﬁ_tasém tindak pidana‘ kofupsi d1
Indonesia, dewasa ini semakin menjadviv _su_atﬁ keharusan mengingat
seinaki_n defaSnya tuntutan yang.disalnpaikan oleh berBagai komponen
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masyarakat disamping adanya institusi lain yang saat ini juga mempunyai

‘kewenagan untuk ‘melakukan penyidikan tindak pidana korupsi seperti

Polri dan Komisi Pernberahtasan Korupsi (KPK)

Perbaikan efektivitas penegakan hukum tersebut diharapkan tidak

hanya dilakﬁkan pada hal-h_al yang bersifat internal saja tetapi juga harus

dilakukan pada hal-hal yang bersifat eksternal seperti meningkatkan

kordinasi dengan para stakeholders. yang berkaitan erat dengan

pemberantasan -tindak pidana korupsi seperti Pengadilan, Polri, BPK,
BPKP, KPK, INSPEKTORAT JENDERAL, maupun LSM. Dengan

| adanya kordinasi yang terjalin baik tersebut diharapkan akan terbentuk

kesamaan persepsi serta kejelasan posisi dan kewenangan masing-masing

institusi sehingga pada ahirnya akan tercipta pula sinergi dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Secara konsepsional, maka inti dan aﬁi penegakan hukurri terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang _teijaba:kan di
dala.m kaidah-kaidah yang'mantap dan'_mengejav.\}antah 'cian sikap tindak
sebagai rangkaian .penjébéran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

merhelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.!?

Dalam nuansa hukum perdata juga tersirat dalam hukum positif -
Indoniesia melalui UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 tahun 2001°

tentang pemberantasan tindak p'idanaf korupsi. Aspek substansial nuansa

. 1 Soerjono Soekanto, Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan .
Hukum, (PT Raja Grapindo Persada, Jakarta2002), him.3
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hukum perdata tersebut eksis dalam rangka pengembélian keuangan
Negéra dari pelaku tindak pidana korupsi. Terdapat dua aspek gabungan
antara aspek kepidanaan (crimz'naf . procedure) dan aspek keperdataan
(civil procedure) pada kebijakan legislasi: Indonesia untuk memberantas

tindak pidana korupsi.

‘Pengembalian keua.ngan. Negara yang telah dikorui)si pelaku tindak
-~ pidana korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
Tinda.tk- Pidana korupsi dapat ditemui dalam keténtuan Pasal. 3212, pasai
33", Pasal 34", dan Pasal 38C"* UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan
UU No. 31 Tahun 1999 'r‘ne]-alui gugatan perdata serta ketentuan Pasal 38v
ayat (5)!6, pasal 38 ayat (6)"", dan Pasal 38B ayat (2)'® dengan jalur pidana

melalui proses penyitaan dan perampasan.

2 pasal 32 ayat (1); dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat
bahwa satu atau lebih unsure tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan
secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan
berkas perkara hasil penyelidikan tersebut kepda Jaksa Pengancara Negara untuk
dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
mengajukan gugatan’’; ayat (2); putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak
menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.”

13 pasal 33 dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan
penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik
* segera menyerahkana berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengancara
Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dxlakukan gugatan perdata
terhadap ahlinya warisnya.”’ ‘

14 pasal 34. Dalam hal terdakwa meninggal ‘dunia pada saat dxlakukan
pemerlksaan di siding pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan
_Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara siding tersebut
kepada Jaksa Pengancara Negara atau. diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
dllakukan gugatan terhadapp ahl warisnya.”

3 Pasal 38C. apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh
kekuatan hokum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga
atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan
perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud pasal 38C ayat (2), Negara dapat
melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya,”’

' Pasal 38 ayat (5) ; dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum
putusan di jatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah
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thentuan-kgtentuan pasal;pasal tersebut di atas me_mberikan
kewena_ngan‘kepada Jaksa Pengacara Negara atau Instaﬂsi yang dirugikan
untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana kasus tindak pidana
korup31 atau -ahli warisnya baik di tingkat penyidikan, pemmtutan atau
pemeriksaan di siding pengadilan. Pasal-pasal tersebut juga memberikan
gambaran bahwa pengembaiian keuangan Negara sangat penting uhtuk
dilakukan.

Pengembalian keuahgan Negara atau aset aset'® Negara' yang telah
dikorupsi para korubtor ini dapat terdiri dari béﬁda tetap maupun benda
bergerak atau dapat pula berupé uang hasil korupsi, baik yang berada di
dalam ne;geri (Indonesia) maupun_ di luar negeri. A_set tersebut pada
.hakikatnya mempakan uang Negaré in casu adalah berasal daﬁ dana
masyarakat. Bila uang Negara tersebut dikembalikan pelaku tindak pidana
. kbrupsi, maka diflarapkan dapat berdampak lansung untuk memulihkan
keuangan Negara atau. perekonomlan Negara yang pada ahlrnya bermuara

~ kepada kesej a.hteraan masyarakat

melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan
. perampasan ba:an7g-barang yang telah disita.>
Pasal 38 ayat (6); penetapan perampasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ) tldak dapat dimohonkan upaya banding,’’
® pasal 38B ayat (2); dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan
bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak
~-pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi
dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas
untuk Negara,
' ' 19 Menurut penjelasan pasal 51 ayat (1) UU No.] tahun 2004 tentang
pembendaharaan Negara; asset adalah sumber daya, yang antara lain meliputi .uang, .
tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan di harapkan member manfaat social/ ekonomi di
masa depan. :
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Kebijakan legislasi memberikan rua'ng dalam 'pemberantasan'

korupsi ‘dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan dan keperdataan.

_Pada hakikatnya, pengembalian keuangan Negara melalui prosedur pidana

dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi

~ seperti pidana denda maupun dihukum untuk membayar uang pengganti.

Pengembalian keuangan Negara yahg telah dikorupsi diharapkan

‘maksimal karena pembuktian dari hukum- perdata semata-mata mencari

kebenaran Formal (formale waarheid).

De_ngan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, .
penulis tertarik untuk meneliti téntang penegakan hukum dalam rangka
pengembalian kerugian Negara dengan judul: E_t%ktivitds penegakdn
Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian

Negara’’

Perumusan Masalah

Befdasarkan uraian dari latar belakang uraian di atas, penulis

- sampai pada suatu perumusan masélah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku

tfndak pidana korupsi dalam rangka ‘penge.mbalian kerugian Negara?
2. Apakah usaha yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan

‘pengembalian kemgién-Negara tersebut ?
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C.i Tujuan Penelitian.

Sejauh ini penelitian biasanya dilakukan untuk mencapai suatu |
tujuan tertentu sesuai dengan pe‘rmasala.han‘ hukum yang dikaji dalam
penelitian tersébut. Demikian plula dalam pehelitian ini, yéng mempunyai

| tujuan sebagai berikut:
| 1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap
'.pelaku tindak pidana korupsi tgrhadap pengefnbalian ke_rugian
Negara. |
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka
mengoptimalkan pengembalia_n kerugian Negara melalui gugatan

perdata.

D. Faedah Penelitian
1. Secara teoritis, ingin menéfapkan teori-teori ilmu hukum yang selama
ini diperoleh guna memecahkan ataﬁ mengatasi masalah-masalah
yang timbul, terutama tentang penyelesaian pengémbélia.n kerug_iah
Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan suatu pemikiran yang
mengarah pada perbaikan-perbaikan dalam 'mengatasi masalah

penyelesaian pengembalian kerugian Negara.
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- E. Tinjauan Pustaka
1. _Pehg'ertian'Kor'u_pﬁ
' Un;cuk menyamakan persepsi tarhadap korupsi ini maka diperlukan
. '-pgmberianf pengertian ‘tentang_. korupsi agar pefsepsinya‘ sama. Dengan
perSamaén persepsi tentang pengertian korupsi ini, maka cara pandang
- tethadap korupsi itu dengan sendirinya akan sama.
" Menurut asal . kata_ﬁyé, "kompsi berasal dari bahasa latin,.
' _i'yai'tﬁ”’c‘orruption » yang dalam ’bahésa inggris menjadi corruption yang
diterj..emall'ikan dalani -ba.hle-xsa-'I_ndor.lesia menja“di' korupsi. Seéara harfiah
korupsi mengandung arti jahat, busﬁk atau kécuranganzo.
| UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasasn korupsi juncto UU -
| No_.2.(.)v tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 yahun 1999 tent;mgr -
vPember_an.tasan tindak f)igiana Korupsi, dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 |
'- _inenyeButkan tén‘taﬁg definisi kdmpsi sebagai' 'beﬂkut:
a. Sétiap orang yang secara melawan hukum mele berbuatan
memperkaya diri sendiri -atau-- orang lain-étau suatu .kor‘porasi' ~yang
, dapat-merugi'ka_n ‘kel_langan Negara atau vperel.conomian Negara.
b. Sétiép orang dengan tujuan tertentu méngmmngkan d1r1 sendiri atau
orang .lain atau s"uatub korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
‘kesempatan atau -saraxlla‘ yang 'ﬁda padanya 'k_ax.'en’a.' jabatan “atau

kedudukan yang  dapat merugikan  keuangan - .Negara' atau

‘ ®John M Echolas dan Hasan Shadily. Kamus Inggris Indonesia
.. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 149. o ‘ '

16



perekonomian = NegaraMenurut . ka-mus besar bahasa Indonesia®!

pengertian korup51 adalah sebagal berikut:
penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) dan
sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”
Muhammad Ali dalam kanllu's.,'lengkapnya mendefenisikan korupsi -
sebagai berikut:??
korupsi-adalah suatu perbuatan busuk. yang suka menerima uang/ sogok:
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Koruptor adalah orang
} yangbmela'kukan korupsi tersebut
Baharuddin Lopa memberikan pengertian tentang korupsi, sebagai
berikut:23
_ “Tampaknya, masalah korupsi ini selalu ada. la aka ada dalam
* masyarakat primitive (trannasional), ia aka ada di suatu masyarakat yang
sedang membangun, dan bahkan ai aka ada dalam masyarakat yang
sudah maju sekalipun. Rupa-rupanya perbuatan korupsi'ini sejak semula
-lahir bersama kelahirannya dunia ini dan agaknya umurnya pun- akan
selimur dengan dunia, apabila kita tidak mulai dari sekarang besrsunggu-
sungguh mencegah/ memberantasnya.
, Pendek kata, korupsi memang merupakan sesuatu yang busuk,
jahat dan.meruéak._ Dalam membicarakan korupsi, kita akan.menemukan'
kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat

dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi ataupun aparatur

‘pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalarh jabatan karena pemberian,

o 2l."Kamus Besar' Bahasa Inﬂon‘esia (Jakarta: Balai Pustaka 1989),
ha1.783 .
z Muhammad Ali. Kamus Lengkap Bahasa Indonesza Moderen
(Jakarta Pustaka Amam,1989,) hal.510 . :
PBaharuddinLopa.”Korupsi,Sebab-sebabnya dan
'penanggulangannya" ‘dalam (Ma_)alah Prisma 3, 1996), hal. 24
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} 'fellktor' ekonomi dan politik, serté penenipa_téh keluarga atau golongan ke
" dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. |
' Men_gutiﬁ i)endapat David M Chalmérs;' Baharuddin Lopa®* yang
'me_nguraikan ‘ tentahg istilah- dan pengertian korupsi dalam berbagai
bidﬁng; yang rﬁenyangkut masalah penyuapan, yang berhubungah dengan
manipulasi dibidaﬁg ekonqmi, dan yang menyangkut bidang kepentingan
umum. Adap_uh deﬁerﬁsi te.r’sebut' antaié; 'l.a'-in ber-bun_yli.-r...ﬁnan’cial
v manipulations and _délfcfion injurius to the economy are often labeled
corrupt.” Menipulasi dan keioutqsan fnengenai kéuangan yang
membahayakan perekonomian sering dikatagorikan sebagai perbuatan
korupsi. Selanjutnya pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian
" hadiah, ongkos adminiStrasi, ﬁelayanan, pemberian hadiah kepada sanak
.'keluarga, péhgaruh : kedudukaﬁ social, atau hubungaﬁ apa Saja yang
merugikan kepentingan dan kesejahferaan umum, dengan atau tampa
pembayaran uang, biasanya di anggap sébagai perbuatan korupsi.
| ‘Dengan mengikuti uraian korupsi tersebut di atas, tidak berlebihan
kiranya jika dikatakan bahwa korupsi akan senan.tiasa berkaitan erat
dengan lingkaran elit pemegang -kekﬁasaan, baik dalam jajaran birokrasi
ﬁemerintah maupun organisasi yang lain. Oleh karena .itu, disebutkan
diSini bahwa ruang lingkup korupsi tidak akan jauh dan selalu dekat
dengan paré pemegang kekuasaan atau setidaknya berhubuhgan erat

dengan pemegang kekuaséan_ karena memang hanya orang yang

_ * Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grfika,
12005),hal.10-11. . '
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memegan.g kekuasaan sajalah yang dapat menyimpangkan kekuasaan yang
dimilikinya.

Selanjutnya, Baharuddin Lopa® dalaﬁl bukunya kejahatan Koritpsi
dan Penegakan Hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua)
bentﬁk, yaitu:

' é. Korupsi yang bermotif terselubﬁng
“Korupsi ini sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara:
tersembunyi sesungguhnya motifnya untuk meﬂdapatkan uang semata.
| Contoh; seseorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan.
menerimé si pemberi suaﬁ- menjadi pegawai negéri atau diangkat di 'cialam
suatu - jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap,
pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya ke.pada- drang yang pernah -
mefnber suap. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan uang itu. |
b. Korupsiyang bermoti’f _Gand.a_ '
Kdmpsi ini secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif
- mendapatkan uang, tetapi sesuhgguhnya ada motif lain, yékni kepentingan _
politik. |

Contoh:. séséorang yang membujuk dan menyogok seseorang

pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaanya, peja‘bat itu dalam
 mengambil kepumsannya memberikaﬁ fasilitas - pad_a' si pe;mbujuk',_
-mes"kipu'n sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak m‘emikir1.<.a_n_ '

apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

"% Ibid,
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a.

'Shed Husein Alatas‘%r dalam bukunya Sosiologi Korupsi

memberikan penjelasan tentang cirri-ciri korupsi, yaitu:

- Korupsi senantiasa melibatkan, lebih dari satu orang. Hal ini tidak

sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang
korqpsi sésungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk
dallam' ‘pengertian penggelapan (ﬁ‘aua?. Contohnya ad_alah pernyatéan
tentang belanja petjalanan atau rekening hotel. Nalﬁun, di sini
seringkali ada pengertian diam-diam diantara _pejabat  yang
mexhpraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satﬁ
cara penipl.lénb adalah .permintaan- uang saku yang berlebihan, hal ini

biasanya dilakukan dengan peningkatan frekuensi peljalanan'dalam

~ pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit

politik sekarang yang banyak mengakibatkan polemik dimasyarakat.

Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali kbrupsi itu
telah merajalela dan begitu dalam seh.ingga.indi\{idu ‘yang _berkuasa' ‘

dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk

_ menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif

korupsi tetap dijaga kerahasiaahn);a.

Korupsi melibatkaﬁeléme_n kéwajiban. dan keuntungan tir'n'b'al b"c_llik_.
Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.

Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha
unfuk menyelubungi - perbuatannya denganv berlindung di balik

bembenéran hukum.

% Shed Husein Alatas. Sosiologi Korupsi (Jakarta; LP3ES, 1983), hal.15
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e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan
mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
f Sétiap_perbuatan‘korupsi meng‘ahdung penipuan, biasanya dilékukan
~ oleh badan publik atau umum (masyarakat).

g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhiaﬁatan kepercayaan.

2. Pengertian Tindak Pidana.

| .- Sécara sosiologis fnasyarakét pada umumnya menaati ketentuan
hukum pi'dana. Hanya bsebagian kecil saja- yang melanggarnya, yang |
disebut. tersangka atau pémbuat. Besar kecilnya jumlah pelanggaran itu
ditentukah oleh ruang, waktu dan tempat orangnnya.

Hukum pidana itu sendiri 'm'eliputirpidana matriil dan pidana
formiil atau hﬁkum acara pidana. Hukum'pidana matriil merupakan isi
atau subtansi dari hukum pidana itu. Disini hukum }:l>i.dana bermakna
abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau

hukum 'cicara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana
fo'rmiii dalam kea‘déan bergerak atau dijalannkan atau berada‘dalam.-suatu
proses. Oleh karena itu, 'hukun‘l pidana formil disebut juga hukum _acaré.
piadana”.;

Igtilah hukuman adalah istilah umuin untuk segala macam sahksi
‘baik perdata, administrative, disiplin dan piciana. Secara sempit, istilah
pidana diartikan sebagai .yangvb-erkaitan dengan hukum pidana. Pidana

merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan-

' 21 Andi -‘Hamzah. Asas-asas Hukum Pidaria (Jakarta: Rineka Cipta,
 1994) hal.2 | | ,
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hukum perdata. '_Dalam gugatan perdata pada u‘murhnya, pertanyaan timbul

- mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat

dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti

kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, berlai(u sebaliknya, seberap‘é

jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana ‘apa yang perlu

dijémm i(epada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).28
Nﬁllum delictum'nulla, poena sine praevia legi poenali. Tidak ada

.delik,'tidai_( ada pidana tampa ketentuan pidana yang meéndahuluinnya.

Nul]um crimen sine {ege stricta. Tidak ada delik tampa ketenfuannya yang

fégas. Dari pernyataan feréebut dapat disimpulkan bahwa:

a. Jika ‘sesuatu'perbuatan yang dilaxfang atau pengabaian sesuatu yang
dihéruskan dan diancam dengan pidana, maka' perbuatan atau
pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.

'b.  Ketentuan tefsébut. tidak = boleh berlaku surut, dénga'n _éatu
per‘kecqalian yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) KUH Pidana.m

Jelas bahwa aturan hukum pidana itu diterapkan sesuai peréturan
yang ada. Maeljénto menyebutkan bahwa asas legahtas harus diterapkan

dalam setiap pengambllan keputusan pidana, dengan alasan

2 Andi Hamzah Ibid, hal. 27 _

» pasal 1 ayat (2) KUH Pidana berbunyi; Bilamana ada perubahan
da]am _perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa
dlterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.’’

30 Mocljanto. Perbuatan pidana dan Pertanggungan Jawab Dalam -
Hukum Pzdana( Yogyakarta Yayasan Penerbit Ga_]ah Mada, 1959), hal. 25
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 a. Tldak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau
hal itu terleblh dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang—
'undang,

b. Untuk menentukan adanya perbuatan. pidana tidak boleh digunakan
analogi (kiya_s)31 |

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlakﬁ surut.

Hukum pidana Belanda memakai istilah straafbaar feit atau
terkadang ‘juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum
pidana Negara-negara Anglo- SaXon memakai istilah offense atau criminal
act untuk maksud‘ yang sama. .Oleh karena KUH Piaana Indonesia
bersumber pada WvS Belanda, -rha,ka,. istilah aslinya pun sama yaitu
straafbaar feit itﬁ masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kepustakaan
| hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari
R iétiléh_ Bahsa Belanda straafbar feit.?

balam bahasa Belanda, straafbaar feit mempunyai dua unsure
pefnbénnﬂcan kata,l yaitu straafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa
Eelanda berarti “sebagian dari kenyataan”', sedangkan straafbaar z‘berarii |

‘_‘,dapét hukuman”. Secara harfiah, perkataan straafbaar feit adalah
o sebagian dari kenyataan yang dapat dihukumr Pengertian ini dirasakan

*kurang lt'ee'pat. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat

! Hakim perdata . lebih bebas dalam menafsirkan undang-undang
perdata dan pada hakim Pidana. Bahkan dalam hukum perdata dikenal analogi (kiyas)
dan penafsiran penghalusan hukum (rechtsverf ijning) serta penafsiran a contrario. Llhat-

_Andi Hamzah, Op czt hal. 79 -

: 2 Hermein Hadlatx Koeswad_jl Pengantar Hukum Pidana (Malang:
UMM Press 2004),hal 31
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dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukari kenyataan, perbuatan, atau
tindakan. Menurut E, Utrecht*, pengertian straafbaar feit adalah:
“suatu peristiwa  pidana- berupa delik karena pefisﬁ'wa itu suatu
perbuatan handelen atau doen-positif -atau suatu melalaikan nalaten-
negatif, maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan
 atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum
(rechtsfeit), yaitu perzstlwa kemasyarakatan ‘yang membawa akibat yang
diatur oleh hukum.”
Pompe34 mengartikan straafbaar feit secara teori dapat dirumuskan
'sebaga'i‘:
“suatu perlanggaran norma atau gangguan terhadap tertzp hukum yang
-dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku,
di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi
terpeliharanya tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
Menurut Sudarto, pemakaian istilah straafbaar feiti yang
bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud-
- dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu, Penggunaan istilah
tindak pidana yang dipakai- -oleh sudarto dalam menterjemahkan
‘straafbaar feit d1dasarkan atas pertlmbangan yang ber51fat sosmlogls
D1p1dana.nya seseorang tldaklah cukup apablla orang itu telah
'melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat
melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik
‘(an objective of penal pfovi;z’on), namun hal tersebut .bellum, memenuhi
_Syaréf-uﬁnlk penjatuhan pidana. ’Un'tukpe‘,mida'naan masih perlu adanya

~ syarat bahwa orang. yang-_melaktﬂcan perbuatan itu ‘mempunyai kesalahan

3 Utrecht Hukum Pidana II (Bandung: Umversnas, 1965), hal.15
u Pompe , WIP; “ Hanboek van het Nederlands Strafrecht” dalam

Moeljanto Asas-asas Hukum 'Pidana Indonesia (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hal.23
Sudarto Hukum dan Hukum Pzdana (Bandung: A]umm, 1983), hal.30
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atau bersalah (subjective built). Disini berlaku “tiada pidana tampa
kesalahan (keine strafe 'ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau
nullia poena culpa).

‘Lebih jauh, Moeljanto*® memberikan batasan straafbaar feit,

sebagai berikut:
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukﬁm, larangan yang mana
disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
aturan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal
*itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau.
keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman
pidananya ditunjukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Lamintang37 mengatakan bahwa secara umum unsur-unsur tindak
pidana itu dibedakan atas unsure subyektif dan unsure objektif. Unsur
subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
- berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala
sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

.Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada
hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan keadaan:
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus -dilakukan. Unsur-unsur
subyektif dari tindak pidana tersebut meliputi:

a. Kesengajaan atau ketidak kesengajaan (dolus atau culpa)

b. Maksud dari suatu-percobaan (poging) yang dimaksud dalam pasal 53

ayat (1) KUH Pidana,

3% Moeljanto. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Jakarta; Bina
Aksara,1987) hal.28

' 37 PAF Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia (Bandung: armico,
1986), hal. 192 : ’ : '
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c. _.Be’rbag‘ai maksud seperti yang terdapat,délam kejahatan pencu_rian,’.
penipuan, perherasan, pemalsuan., dan lain_—laiﬁ
- d. : Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan
| menurut pasal 340 KUH Pidana.
€. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana
menurut pasal 308 KUH Pidana. N
" Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:
a. Sifat melawan hukum
b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan
kejahatan yang diatur dalam pésal 415 KUH Pidana
e Kasualitas, - yaitu hubuhgan antara suatu tindakan sebagai peny_ebaB
dengan kenyétaaﬁ sebagai akibat.

Jenis tindak pidana terdiri . atas kejahatan dan pelanggaran. -
Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, 'S_ebagai
berikut;*®
a. Undang-undang tidak membuat perbedaaﬁ é.ntara opzet dan culpa

daiam suatu pelanggaran.
b. Peréqbaan suatﬁ pelanggaran tidai( dapat dihukum.
c. Keikut sertaan dalam pelanggargn tidak dapat dihukum
- d. Pélang_garan yang dilakukan pengurus atau anggota péngurus ataupuh
| pafa komisaris dapaf dihukum apabila pelanggaran itu terjadi

sepengetahuan mereka.

* Ibid, hal211.
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e. .Daiaxn" | pe.langgaran itu tidak terdapat ketentuan -bahwa adanya 
pengaduan yang merupakan syarat bagi pe_nunttitan.

f. Jangka waktu icadaluarsa hak untuk melakukan penuntutan dan. hak
untuk menjalani hukuman pada pelanggaran pada umumnya lebih
singkat. |

g. Peraturan meﬁgenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena
‘adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda setinggi-
tingginya hanya'berlaku untuk pelanggaran.

“h. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang warga Negara Indonesia
di luar negeri hanya menimbulkan hak untuk menuntut bagi penuntut .
umurm, apabila tindék pidana te’rsébut 61eh undang-undang pidana
yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan
bukan sebagai pelanggaran.

1. Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang pidana Indonesia
“hanya dapat- diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar negeri -
._yang telah mellvaklukan kfejaha.tan jabatan, dan bukan pelanggaran
jébétan., .'

j- Pasal-pasal penadahan selaiu mensyaratkan bahwa benda-benda yang
bersangkpta'n haruslah diperoleﬁ. karena -kejahatan dan bukan karena
" pelanggaran.

Secara singkat, AZ Abidin39_, mérur’nuskaﬁ unsur-unsur t'indal-('

pidana sebagai actus reus (delictum): perbuatan criminal sebagai syarat

% AZ Abidin Asas-asas Hukum Pidana . Bagian Pertama( Bandung:
Alimni, 1985), hal, 259260, - |

27



pemidahaé;n- (obyek); dan mens rea : -pertanggun-g jawéban criminal
~ sebagai syarat pemidanéan (subyektif); bila actus reus digabung dengan-

mens rea menjadi syarat pemidanaan.

. Pengertian Kerugian Negara
Hukuman tambahén'_yang diterapkan pada pelaku tindak pidaﬂa
korupsi adalah penggantian kérugian Negara. Kerugian Negéra yang
~ terjadi dapat _berupa keruéian keuangan Negara maupun é_sset Negara yang
dikorupsi oleh pelaku tindak .p.idana'korupsi. Dengan demikian, pelaku
tmdak pidané korupsi dihéruskén untuk mengembalikan uang peﬁggé.n_ti
vmaupm:l asset-aset Negara lainnya yang telah dikorupsi. Pengembalian
kerﬁgian Negara ini merupakan hukuman tambahan térhadap ‘pelaku
tindak-.ﬁida.lha “korupsi _yaﬁg terbukti -secara sah ‘dan fﬁenyakihkan'
' c.llip'ersidangan. pehgadilé.n. fenegmébalian kerugian Nebgara adalah
| pen;arapa.n dari pasal 10 KUH Pidana4° sebagai hukuman tambahan yang -
diberikan terhédap terpidana korupsi.
| -'Pengembéiian- .kerugi_an' keuangan Negara atau perekonomian
Ne'gd_ra tidak menghapuuSkén dipidaﬁanya pelaku tindak pidana korupsi.
Penge’m__iaalian kerugian keuanga.n_ Negara atau perekonomian Negara
hanya merulpak‘an salah satufaktbr yang meringankan. Kér_ugian Negara |

yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebe.lu-mny'a‘ sudah'

40 Pasal 10 KUH Pidana terdiri atas (a) pidana pokok:1. Pidana méti_; 2. Pidana
‘penjara; 3 pidana kurungan; 4 pidana denda. 5 pidana tutupan, dan (b) pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman

* putusan hakim.
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g dapat dihitung Jumlahnya berdasarkan hasil temuan mstans1 yang
‘berwenang atau akuntan publlk yang dltunjuk
- Adapun yang dimaksud dengan keuangan Negara®' adalah seluruh

- kekayaan N'egara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan

segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, dan pértaﬁggungjawaban pejabat lembaga
Negara baik di tingkat .pusat maupun di daerah;

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan; dan pertanggungjawaban
badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan
hukum, dan perusahaan, yang menyertakan modal Negara, atau
perusahaén yang 'menyertakan. modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara.

Perekqnomian Negara*? édalah kehidupan perekonomian yang
disusun sebagai usaha bersé.m_a berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
usaha mesyarakat secara mandiri yang didsarkan- pada kebijakan |
pefnerintah, ‘baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan
ketentuan - peraturan perun'dang-undangan yang berlaku yang 'bertujuah
memberikah manfagt, 'kemak_m‘uran', dan kesejahteraan kepada seluruh

kehidupan. rakyat.

“Llhat dalam penjelasan umum tentang keuangan Negara dalam UU
No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

? Lihat dalam penjelasan-umum tentang perekonomian negra dalam
UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi -
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Penggantian kerugian Negara dapat dibayarkan oleh terpidana
korupsi a_fau mantan terpidana kepada Negara atau instansi sesuai jumlah
yang ditagihkan penggantiannya oleh Jaksa. Penggantian kerugian Negara
£ersebut merupakan sejumlah uang atau asset yang pernah dikorupsi
bersangkutan' sehingga menimbulkan kerugian Negara. Penggantiannya
dapat dilakukan kepada Negara melalui jaksa yang ditunjuk oleh Negara;

Penagihan kemgian Negara dilakukan oleh pihak kejaksaan.
‘Dalam perlimpahan wewenang penagihan, diberikan surat khusus (SKK)
oleh instéﬁsi yang dirugikan kepada jaksa pengaéara Negara dan bila dapat
ditagih dikembalikan kepada instansi yang dirugikan. Bila uang pengganti
atau aset yang diganti tersebut adalah hak Negara maka SKK diterbitkan
oleh kepala Kejaksaan Negeri dan uang pengganti atau aset yang
dirugikan disetor ke kas Negara®.

Kerugian Negara dibayar melalui uvang penggati yang dapat
diwajibkan kepada terdakwa untuk dibay‘ar,—tidak boleh melebihi harta
benda yang diperoleh dari korupsi. Pembayaran uang pengganti yang
jumlahnya seban_yak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi.* |

' Selain pidana tambahan, sebagaimana tertuang dalarﬁ pasal. 10
- KUH Pidana, maka berdasarkgn UU No.20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1)

pidana tambahannya adalah;

“ Moeljanto. Loc. Cit. -
“ Disimpulkan dari pendapat Mahkamah Agung dalam putusan
Mahkamah Agung Reg. No.620K/Pid/ 1987. :
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. a.. Peraﬁpasm l‘b'ara.ng bergerak yang berwujud atau yéng_ tidalc'berWiijud '
atau barang tidak ber’_gerak yail_g diguﬁakan untuk atau yang di;;erc-)leh_
'da;i tindakan pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di
mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang
ya.‘ng'r.nenggan.tikan Ba.réng-ba:ang teréebut; |

b. Pembayaran uang peng‘éanti‘ yang jumlahnya sebanyak-banyaknya
séfna dengan harta benda yang dipefbleh ciari tindak pidana korupsi;

‘Dalam pasal 18-ayat (2) UU No.20 Tahun- 2001 disebutkan jlka

terpldana tidak membayar uang penggantl paling lama dalam waktu 1

(satu). bulan sesudah putusan pengadllan yang telah memperoleh kekuatan

'hukum- tetap, maka hartavbendanya dapat disita oleh jaksa dan d11elang_

untuk menutupi uang pengganti tersébut. selanjutnya, UU No. 20 Tahun "

2001 pasal 18 ayat (3) r}nenycv:bu'tkén”bahwa | jika terpidana tidak

me_fr’xpunydi harta’ benda lagi untuk membayar' uang pengganti, maka

) dipidana Vdenga.n pidana penja;a yang .lamanya tidak melebihi Ancaman

' maksimum dari pokonya sésilai ketentuan péraﬁnan pemdang-undangan'

srang ada. .. | | |

. Penegakan Hukum

.Huk‘um berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentinga.n' manusia : terlihdungi, hukum  harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukuin dapaf berlansung_éecara_ niormal, danﬁai,'teltapi da'p_at. "

téﬁadi juga karena pelanggaran hukufn. Dalam hal ini, hukum yang telah

: Ad'ilah.ggar itu harus ditegakkan, Melalui penegaka.n hukum inilah hukum
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1ﬁ1 menjadl kenyataan. Dalam penegakan hukum, ada tlga unsur. yang
“harus dlperhatlkan, yaitu kepastlan hukum (rechtsszcherhezt) kema.nfaatan
 (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit)®. |
Penegakan hukum (law enforce‘ment) dalam kehidupan
| bermésyarakat sangat penting karena apa yang menjadi tﬁjuan hukum
justru terletak pada pelaksaan hukum itu, Ketertiban dan ketentraman
__ hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum .dilaksanakan'.
‘Hukum dibuat untuk dilaksanakan. -

~ Penegakan hukum adalah spétu pfoses logis yang mengikuti :
kehadiran -suatu perattiran hukum. Apa yang harus terjadi meﬁyusul
ﬁeraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika.
 Menegakan hukum merupakan suatu uséﬁa untuk rhewujudkan}-ide-ide» :
.téntang keadilan, kepastian hukum dan-kémampaatan social menjadi
| 'kenyataan Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari
_penegakan hukum

| Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan .
| menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dipcrbolehkan' da1_1_
sebaliknya. Hukum dapat mengkﬁaliﬁkasikan sesuat perbuatan éesuai
dengan hukum atau mcndiskualiﬁkasi_kannya sebagai melawan hukum.
Perbuatan ‘yang sesﬁai deﬁgan hukum tidak merupakan ma'_salah atau tidak -

“perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan

* Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar(
Yogyakarta, leert?' 2003) hal.160 ,
Satjibto Raharjo; Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan
Soszologzs (Jakarta: Sinar Baru, 2003), hal.15 -
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- hukum ‘Bahkan yang aiperhéitikéﬁ dan yang diga.rapv_‘ dlch huku;n 'ialah o
justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan hukurr-ll yang
sunguh-sungguh terjadi (onré_cht iﬁ Factu)-maupun perbuat;m melawap
'hukum yang mungkin terjadi (onrecht in pdtentié). Perhétian ‘dan
.pengga'répan perbuataﬁ itulah yang merupakan penegakan hukum.

Kalau kata hukum dilihat secara skematis, maka dapat.dibedakan

adanya tiga system penegakan hukum pidan dan system penegakan hukum

2 p'erdata, system sanksi pidana dé.n sanksi hukum adfhinistrasil. Kctiga
. system penegakan hukum .tersebut '.masing-masing didgkuhg . dan
dilaksanakan oleh alat perlengkapan Negaré atau biasa disebut aparétur
~ (alat) pé_negakan hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.
o Kalau - dilihat s.ec':ara‘ _fungsional, | maka system penegakan hukum
mefupakah suatu system aksi.

»Penegakan hukum merupakan tugas dan fungsi lk'ejaks‘aa'n di
bidang bperdata dan tata usaha Negara sebagaifnana _d_it_eta:pkan oleh
peratu’ra‘nl pemndang-undang ’a'taﬁ berdasarkan putﬁsari f)engadilan vdaillz.im ”

' r'ang'ka-rrigmelihara_'kéfertiban' umum, kepastian hukum dan mélindungi
kepénﬁhgdn Negara dan bemerintah. serta hak-hak képerdataan
m.asyar,akat”. Dalam penegakan hukum, kejaksaan tidak peflu dibekali
surat kuasa khusus, karena hédimya kejaksaan untuk menegakan hukum
“atan memelihara ketertiban hukum,'kcpastian hukum, kepentingan Negara _

serta membela hak-hak 'keperdataan masyarakat, sehingga kejaksaan .

4 Kejaksaan Agung RL. Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2003) him. 7
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| ~ dalam hal ‘ini tampil sebagai pihak- yang ".ber'ﬁndak karena jabatannyafex -

offcio)

_ Menurut Black’s Law Dic"tionary,'48 pengértian penegakan Hukum
(law enforcement) adalah: law enforcement those whose duty it to
~ preserve the peace.” Jadi, penegak#ﬁ huk’t'lm.itu .adalah mcnjaga atau
memelihara perdénaién. Secara lebih 'luas lagi benegakan hukum ifu
berkéi;taﬁ aengan unsure manusia dan lingkungan sosialnya, dalam sal'.ing

R menjaga keberaturan yang telah ada*
Penegakan hukum dapat - ber51fat preventlf refremf kuratif serta ,
Juga dapat dlterapkan pada hukum pldana, hukum perdata, dan hukum
admm_lstram. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing
didukung dan dilaksénakan oleh alat pelengkapan Negara atau aparatur
penegak hukum yang mempunyai aturannya masmg-masmg Penegakan |
 hukum bersifat preventlf adalah suatu usaha pencegahan keja_hatan, upaya
'un_tullc ménjaga agar orang yang v>bversan'gk_utarl1 serta 'm'asyarallcat pada
. umumnya tidak melakukan kejahatan. Usaha untuk mencegah kejahatan
m1 merupakan bagian dari politik criminal“. |
| Bényak éafé yang ld_apat dilaktikan oléh alat pelengkapan Negara
- dalam peheegakan hﬁkum. Sélain luaénya'.l-_)fide.mg penegakan imkum, tidak

hanya tersangkut dengan tindakan-tindakan apabila sudah atau ada

. Hendry Campell Black, Op cit, hal.612

S - ¥ Tedjosaputro Siliana. Etika. Profesi Notaris. Dalam Penegakan
Hukum Pidana ( Jakarta Bayu Indra Grafika. 1995), hal.54-55 .
Sudarto, op, cit, hal. 3
51 ibid
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perséngkaan- telah terjad'di kejahatan, akan btet'api jnga menjaga
ker_nungkiﬂan kemungkinan akan felj adi kej ahatan®,

Soerjono Sukanto™ menyatakan bahwa secara 'kovnsepsional inti
dari penegakan hukum térletak pada kegiatan menyerasikan hubungan
nila_i-nilai yang terjabarkan dalam kaidah;kaidah yang mantap dan
mengejewantahkan dalérn,sikap tidak scbngai rangkaian penjabaran niiai
tahap ahir, . untuk menciptakan, fnemelihnra, dan ;nenipertahankan
ke’darnaian pergaul_ﬁn'-'-hidup-_. Dgpat pula dikafté.kan‘ banWa peneglakan‘ |
hukum bukanlah semata-mata berarti. pelaksanaan | pernndangfnndangan,
waiaunun di daiam kenyataan di in&onesin kecenderungannya adalah
demlklan, sehingga pengertlan law onforcement begltu popular Ada
| kecenderungan ‘yang- kuat untuk mengartlkan penegakan hukum sebagai _
~ pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dlcatat,_ bahwa p‘endapat-'-'
pendanat yang agak sempit tcrsebnt mempunyai ll(elemahan-kélemahan»,'
apabila pelaksanaan 'perundang-undang'anvt atén. ._keputusan.-képutusan
haklm tersebut - mala.han mengganggu kedamaian di ‘dalam. pergaulan )
'h1dup Dengan bahasa yang leblh lugas, sebenarnya yang dlmaksud
dengan penegakan hukum t1_da.k lam dari segala daya upaya untuk

menjabarkan kaidah-kaidah hukum' ke dalam kehidupan ‘masyarakat,

52 Menurut Sudjono D, kejahatan adalah perbuatan melanggar norma hokum,
" yang mengandung unsure-unsur merugikan, menjengkelkan, dan tidak baik dibiarkan.
- Lihat Sudjono D. kriminalistik dan llmu Forensik (Bandung Tribisana Karya, 1976),
him.18 .
3 Suerjono Sukanto Factor-, faktor yang mempengaruhx penegakan'
‘hokum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 3. Sebenarnya, secara garis besar,

- factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu meliputi; undang-undang yang

- ada, penegakan  hukumnya, sarana dan ffasnlltasnya, masyarakatnya serta- kebudayaan
yang berkembang .
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Sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum masyarakat
berwujud nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum,

perlindungan hak, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain

Untuk menjamin agar tercapaiﬁya 'ﬁingsi hukum sebagai rekayasa
.maéyarakat ke . arah yang lebih béik, maka bukan hanya dibutuhkan
ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan juga
adany.a: jaminan afas perwujudan kaidah_ hukum tersébut 'kedalai'n praktek'
hukum, atau dengan perkataa_.n'lai.n,. jaminan akan adanfa penegakan
hukum (law- onforcement) yang baik.- Ini berarti agar suatu hukum dapat
berjalan  dengan  baik, diperlukan suatu kékuasaén untuk
‘melaksanakannya. Akan tetapi di pihak lain justru sering kal_i'_kekuaéaan
ituléh yang memporak-porandakan hukum, yakniv jika .kekuasaah tidak
 dibatasi .sc;:ara ketat oleh hukum. Porak-po_randaﬁnya ‘hukum Karena
kekuasaan juga‘teflihat deﬁgaﬂ jelas daIafn -hai pelaksanaan hﬁkum itu - :
sendiri. Karena para peneg‘akai_ﬁ hukum m_emiliki kekuasaaﬁ tertentu, yakni.

' k'ekliasaa_m un;uk menegakan ‘hukum, maka kekuasaaﬁ térscbuf sering |
-'disalahgunakén yang mengakibatkan timbulnya putusan-pﬁtusan hukum
yang bias, tidak netral dan tidak konsisten.>* -
'Penegakan hukum i'tu.s-endi.ri térkad'aing‘- tidak leﬁas_ﬂaﬁ'sitﬁési dan

| perkémbAngan zeinian, Artin)_}a, kemajuan‘ teknologi dan peradaban turut

pula merekayasa perkembangan penegakan hukum tersebut. menurut

_ 5 Munir Fuady. Hukum Perkriditan (Bandung: Citra Aditya Bakti,
»2001:),' hal. 115 o : ' S o '
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| Satjipt}o‘ Rahaxjoss‘ hukum moderen memiliki -berbagai _keleb_iham
'dﬁi‘sbandin_g dengan hukum tradisi_c_‘inal, tétapi kelinggularinya jﬁgé té‘rbataé_.
Salah éafu keterbatasan adaléih teri(aitanny_a yang kuat kepada prosedur -
serta format-format. Dalam konteks arstetur yang demikian 'itu,. maka
keadilan m_er_ljadj teknologi belaka. Sebagai t_eknologi,.kmaka‘pr.estasi _dan' y
kénexja hu_kﬁm akan banyék ditentuka.n oleh | manusia yang
-men'goperasikan teknoiogi itu.
Unfuk mencapai suatu prosés hukum agar dapat terlaksana dengan
* baik, menurut Soerjono Soekantds.6 maka harus bener-bener difungsikan
dan dlupayakan hal hal sebagai berikut:
a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
b. Sikap yang lugas( zakelijk) danpara penegak hukum.
¢ Penyelesaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi
mutakhir. |
d. Penerangan dan. penyuluhan mengenai peratufan yaﬁg berlaku- |
terhadap masyarakat. ‘.
e. Member waktu yang- cukup bagl masyarakat untuk memaharm
peraturan yang dibuat. |
. Lebih lanjut diuraikan bahwa faktor-faktor yang sangat
me‘mpengaruhi proses penagakan hukum menﬁrut Soerj ond Soekanto®’

- adalah sebagai berikut:

5 Satjipto Raharjo. Jimu Hukum (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000),
hlm. 222-223 _

36 Soerjono Soekanto. Op. cit, hal. 12
57 Ibid, hal. 8-9.
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| a. Faktor hukumnya sendiri.

b.. Paktor penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang m_endukung penegeikan hukum.

d. Fakfo_r masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum ‘ters_ebut
ditérapkan. | |

e. Faktor kebudaygan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

. Metode Penelitian |

a, Sifat peneiitian.

.Sesuai dengan tujuan yang hendak di capai, maka dalam penelitian
ini penuli$ mengunakan jenis penelitian deskriptif dengan mengunakan
metode kualitatif, yaitu dimaksudkan-untuk perigukuran yéng cermat
terhadap penomena social tertentu. Metode kuaiitatif 1m dlgunakan karena
lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
éer__ta l'ebi‘h:_ peka terhadap perubahan'pOI'a-'pola. nilai dan bahkan data yang
adavd-iiapan_gan. |

Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap - Iﬁeﬁomena yang
ditelit'i,'malga interperetasi lansung dari penomena/ kejadian mempe'ro.leh'
pﬁqr_ifas yang tinggi. dalam penelitian kualitatif, dariﬁada interpretééi , |
| terhadap bpe‘n'gukul_'an data. P_e_nel_itian 1m ménghasilakan dafa deskriptif
_ ,berupa kata-kata tertulis untuk mémbérikan gambaran terﬁédap penomena

" yang diteliti.
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Peneliti_an'deskriﬁif melukiskan suatu realita hukum yang komplek
agar - dapat ditangkap bagi suatu analisis lebiﬁ lanjut. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan menge_hai penerapan hukum terhadap
penuggak -pengembalian kerugian Negara, baik berupa uahg peganti
maupun ,asse.t—aéet lainnya, upaya-ﬁpaya pihak kejaksaan uhtuk mereduksi
- tunggakan - tersebut serté upaya optimalisasi yang dilakukan untuk
| pengeﬁba]im kerugian Negara. Dari deskripsi diharapkan dapat diperoleh |
suatu formulasi ya;n'g tepat dalam-'penerapan__ penegakan hukum pidana
:maﬁpun perdéta te'rh'adap péia pénunggak peﬁgembal‘lia.n kéfugian Néga’r’a.
Artinya, penelitian deskﬁptif ini akan ditindak lanjuti dengan pene_litiaﬁ, |
penélitian yang lainnya.

Tujuan penelitian deskriptif di bidang hukum 1n1 hapya sampai
pada melukiskan réalitasl hukum pada terbidéma atau mantan terpidana
k.'orupsi yaﬂg men’dggak p’engembalién kerugian. Oleh karena itu, data
kualitatif digunakan untuk menganalisis secara lebih luas lagi berbagéi- '
data yang ada, baik berupa data tudggakan -pembayarz-m}uang penggan_t_i,_ :
daﬁ Jumlah pembéymén uaﬁg péngganti ye;ng tidak Aapat ditagih,
pelaksanaan hukum pérdéta térﬁadap para penﬁnggak perigembalian
kerugién _Nega'ra, praktek pelaksanaan hukum perjanjian dj lapang.an

maupun putusan hukum dan‘yuridispru‘densinya.
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b. Jenis penelitian
Penelitian kep,ustakaa_h-.

- Pénélit’ian kébustakaan ini dimﬁksﬁdkén untuk memperoleh data
skunderr, yaitu suatu data yang diperoleh dari bahan huku_m melalui studi
kep’uStakaan Bahan pustaka-mei'upakan data dasar yang dalam »penelitian
: hukum digolongkan sebagal data sekunder58 Selam itu bahan pustaka
. d1per1ukan untuk menggah asas-asas hukum dan kaidah hukum,khususnya

‘hukum pidana, hukum perdata, hukum petjanjian yang’ berhubungan
'dengrin hukum penyelésaian pengembalian kerugian Negara. Menurﬁt
- Hilam -Hadikusuma,* penggalian dilakukan dengan cara mempelajari
teks-teks ilmiah, makalah-mékalah, jﬁrﬁal ilmiah, hasil penelitian, seminar

" maupun simposium yang berkaitan dehgan masalah yang diteliti.

. ’.Sumbér Data | |
_ - Sumber_data" yang digunakan dalam i)e_nelitian ini gdalaﬁ
~sumber d.ata prirﬁer dan skunder yang dapat di_bedakan seﬁagai berikut: |
a. Bahan hukum primer | |
Bah?in hukum Primer yaitu bahan—béh’ah yang mengike;t ,terdiri dari
' .nbfma-norma atau I;aidah dasar, perat'uran dasar, peraturan perundang-
_- ﬁndangaﬁ, bahan hukum yang tidak: dikodifikasi, - yurisprudensi, traictat

antara lain:

58 SarJono Soekanto dan Snmamu_n Op.cit., hal. 24
%% Hilman Hadikusuma. Metode Pembuatan kertas Kerja dan Sknpsx Ilmu Hukum
'(bandung ‘mandar maju, 1995), him. 65 : '
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_ .

2)

. 3)

&)

5)

- 6)

7

8)

9)

Puﬁxs‘an—butusgn hukum dalam p_erkéra?ti_ndak pidana kpfup_si dengan
hukuman tambaﬁan berupa pembayaran atas kerugian Negara;

Kitab undang-undéng Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUH Pldana)

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Peemberantasan tindak-
pldang Komps1; |
Undang-unda_n_g No. 13° Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pldana Korup51 |

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan deak

Pidana Korupsi

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Repoblik
‘Indonesia =
“Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi

~dan Tata Kerja Kejaksaan RI;

Keputusan Jaksa Agung RI No. 115/JA/10/1999 tentang Susunan

Orgamsam dan Tata Kerja Kejaksaan RI;

10) Instuk51 Jaksa Agung RI No. OOl/G/9/1994 tentang Tata Laksana

Penegak Hukum.

b. Ba.han hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang membenkan

~ penjelasan atau membahas lebih lanJut hal-hal yang telah diterima pada

_bahan-bahan primer seperti buku-buku literature, makalah-makalah,
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-dokumeﬁ-d‘okurhen resmi yahg relevan dengan perfnasalahan, artikel, karya
ilmiah, sumber kepustakaan, dan lain-lain yang akan diteliti. -_

. Alat pengumpulan data

Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa terpidana atau mantan
terpidana kasus korupsi. Wawancara dilakukan secara‘tidakz-lans'u.ng dengan
‘§ystem pembicaraan me'ngalir (speaking in ‘common)m dan dengan cara
berbin¢an'g§bincang (out of speaking method) untuk méndapétkan d'atébyang‘ :
- baik. Cara-cara tersebut memahg tidak lazim digunakan dalam wawancara
'- foﬁnal, namiun ini ééfnua‘ di_la;kukan guna méndapatkan masukan data yang
valid dari para terpidana kasus korupéi atau mantan terpidana korupsi_.
 Sensitivitas para terpidaﬁa ké’rupsi inilah yang, ménjédi,pérlt'imlbaﬁganl agar
kesan Wawanca:a untuk: mendapat'kan‘i)engakuan secara mudah tentang
-pémasalahin pengembalaian kerugiaﬁ 'Negaia. Iat.au pen;baya;ran uang

pengganti dapat dilakukan.

. 'iMetode.P_'en‘dekatan'
Metode _pendékatan yang digu_nakah dalam penelitian ini adalah
.pendekatan yuﬁdis sosiologis, yaitu menganalisis permasalahn dalam

penelitian ini dari sudut pandang afau menurut ketentuan hukum/

_ @ Peter R Brugg. Depth Interview: advanced Research in Sociology (California:
Sage Book, 1989), hal. 201. o : : '
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perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan dalam praktek di-

' lapangan®,

. An_aiisi-Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
- adalah kualitatif, yaitu data yang dipéroleh dari penelitian disajikan dan
diolah secara kualitatif dengan langkah-langkéh sebagai berikut: |
a. Daté yang. diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan

permasalahan dalam penelitian

b. ‘Hasil klasifikasi data selanjutnya disiéte_matisasikan.
C. Data yang telah disistematisasikan ,kefnudian dianalisis _uhtuk dijadikan

.dasar dalam pengembalian kesimpulan.

#1 Soerjono Sukanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, him. 255
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BAB IT
GAMBARAN UMUM

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Kedudukan, Tata Tugas Kejaksaan dan Fungsi Hukum
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang

melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan dalam tata
susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, yang
dipimpin oleh Jaksa Agung dan bertangung jawab lansung kepada presiden.
. Adapun susunan lembaga kejaksaa.nl Rlepublik'Indonesia terdiri dari;®?

1. Jaksa Agung

2._ Wakil Jaksa Agung

3. Jaksa Agung Muda Pembinaann

4.  Jaksa Agung Muda Intelijen

5. Jaksa Agﬁng Muda Tindak Pidana Umum
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

7.  Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara

8. Jaksa Agung Mﬁda Pengawasan

9. Pusat | |

a. Pusat Pendidikan dan Latihén

b. - Pusat Penerangan Hukum

c. Pusat informasi Data dan Statistik dan criminal

" 82 Geografis susunan Tata Tugas Kejaksaan Republik Indonesia
24 '



d. Pusat penelitian dan pengembanagan
10. Kejaksaan di Daerah
a. Kejaksaan Tinggi

b. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri sebagai
pelaksana kekuasaan Negara terutama di bidang penuntﬁtan berpegaﬁg pada
asas yang universal yaitu” satu dan tidak terpisahkan”. Asas ini bertujuan
agar terpelihara satu kewéjibah di bidang penuntutan sehingga dapat
ditampilkan cirri khas dalam tata piker, tata laku dan tata kerja dari
kejaksaan.

Kejaksaan mempunyﬁ_ tugas melaksanakah kekuasaan Negara
dibidang penuntutan, .»dan- tugas-tugas lain-lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan serta turut menyelenggarakan fungsi:®

Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan tehnis,
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai
dengan bi&aﬂg tugasnya berdasarkén peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden;

Ményelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan
prasarana, pembinaan menajemen, administrasi, organisasi dan
ketatalaksanaan serta pengéloaan a;(as kekayaan milik Negara yang menjadi

tanggung jawaban.

63 Lembaga kejaksaan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004
telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang
penuntutan, dan tugas-tugas yang lainnya
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¢.  Melaksanakan penegakan hukum baik preventif maupun refresif yang
berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan atali turut
‘menyelenggarakan inteiijen yustisial di bidang ketertiban dan '
ketentramaﬁ u_mﬁm, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan
penegakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hokum,
kewibawaan pemerintah, dan menyelamatkén ‘kekayaan Negara,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum
yang ditet'ﬁi)kan oleh presiden:

d. = Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat
dan di daerah dan turut menyusun perafuran perundang-undangan serta
‘meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

e. | Menyelenggarakan kordinasi, bimbingan‘ dan petunjuk teknis serta
pengawasan baik kedalam maupun dengan instansi terkait atas-
peiaksanaan tugasnya berdasarkan pératuran perundang-undangan dan
‘kebijakansaan umumnya yang ditetapkan presiden, |

Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas dan funsinya tersebut,
'kejaksaan juga mempunyai kewenangan-kewenagan sebagai berikut:*

(1) - Di bidang pidana |
a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakén penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hokum tetap,

 Aturan Fungsi dan Tata tugas Kejaksaan yang sesuai dengan
keterangan pasal 14 tahun 2004
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¢. Melakukan pengawasan terhadap pelaksaan putusan pidana bersyarat,-
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarjan undang;
undahg
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan. untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
~ pelaksanaannya dikordinasikan dengan pényidik
(2) Di bidang perdata dan Tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat beftindak Baik di dalam maupun di luar pengédilan untuk dan atas
nama Negara atau pemerintah |
| (3) Dalam bidang ketertiban - dan ketentraman umum, kejaksaan turut
menyelengarakan kegiatan;
a. -Peniﬂgkatan kesadaran hukum masyarakat;
b.. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang éetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan Negara; |
e. Pencegahan penyalahguanaan dan atau penodaan agama;

- f. Penelitian dan pengembanagan hokum serta statistic criminal

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang
melaksakana kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan di

lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya
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dalam rangka mewujudkan sepremasi hukuum termasuk juga mewujudkan

pemerintahan yang bersih.

Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisabkan yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan
kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta senantiasa
menjunjung tinggi prinsip bahwa setiép warga Negara bersarhaan
kedudukan di depan hukum, .

Kedudukan dan péranan kejaksaan Republik Indonesia dalam

pembangunan hukum pada umumnya dan dalam penegakan hukum pada

khususnya diarahkan agar kejaksaan lebih mampuu dan berwibawa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam Negara hukum yang

berdasarkan pancasilé. | |
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan harus

mampu rhewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan

kebenaran berddasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma

keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan serta wajib menggali nilai-nilai
kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Visi dan misi Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas

terutama di bidang penu'ntutan adalah bersifat dinamis dan strategis yang

senantiasa dituntut untuk mampu mengakomodasikan dinamika masyarakat

guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. yang 'dapat menjamin

ketertiban, ketenangan serta Ketentraman masyarakat, baik dengan hal
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tersebut maka diperlukan adanya visi dan misi yang jelas, terarah dan saling
mendukﬁng.

Visi merupakan suatu gambaran, harapan, tantangan, impian masa
depan yang memberikan tuntunan dan arah untuk mencapai tujuan.
Disamping itu visi juga merupakan pernyataan yaﬁg amat fundamental
mengenai nilai-nilai yang dianut, aspiratif demi tujuan organisasi yang dapat

menggugat hati dan pikiran anggota organisasi.

B. Fungsi Hukum

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia,
mempunyai tujﬁan. Hukum mefnpunyai sasaran yang hendak dicapai.
Adapun}tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang
‘tertib, menciptakan ketertiban dan ke‘seimbangaﬁ. Dengan tercapainya
ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan
terlindungi. Dalain mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak
dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang
dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian
 hukum.®

Teori tentang tujuan hukum mengenal ada beberépa pcndapét' antara
laiﬁ, péndapat teoﬁ etis, teori utiliti dan teori campuran. Teori etis yéng
'.diduk'ung oleh Geny, memandang bahwa hukum sematamata bertujuan

keadilan, Sedangkan Jeremy Bentham scoring pendukung teori utilistis

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Ilmd (suatu pengantar) ( Liberty,
Yogyakarta.2005). Hlm. 77.
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(Eudaemonistis) memandang bahwa tujuan hukum menjamin kebahagiaan
yang terbesar bagi manusia dalam jumlah hidup yang sebanyak banyaknya.

Lain halnya pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagai pendukung teori

| ‘campuran, menyatakan bahwa tujuan hukum selain ketertiban juga keadilan

yang berbeda-beda dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya,

" maka Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan

negafa, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya.
Dalam mengabdi kepada tujuan negara itu dengaﬁ menyeleﬁggarakan
keadilan dan ketertiban.%

" Pendapat Achmad Ali berkenaan dengan tujuan hukum, bahwa
persoalém tujuan Hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:
1. Dari sudut pandangn ilmu hukum positif-normatif, tujﬁan hukum dititik

beratkan pada segi kepastian hukum.

2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan

pada segi keadilan.

3. Dan sudut pandang sosiologis hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada

segi kemanfaatan,®’

' Menurut Satjipto Rahardjo, ada dua fungsi yang dapat dijalankan

- oleh Hukum dalam masyarakat; yaitu pertama sebagai kontrol sosial dan -

kedua sebagai sarana untuk melakukan perubaﬁan sosial (social

engineering). Sebagai sarana kontrol sosial maka Hukum bertugas untuk

% Ibid, Him. 77-81. -
67 Achmad Ali, 1990 Mengembara di Belantara Hukum, Lembaga
Penerbitan Universitas Hasanudin (Lephas), him. 99.
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1.

menjaga masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah
diterima olehnya, dan memberikan dasar bagi Kemungkinan Hukum
dipergunakan untuk mengadakan perubahan sosial yang nyata (social

engineering).®®

Lain halnya dengan pendapat Satjipto Rahardjo mengenai Hukum
sebagai kontrol sosial dan fungsi ‘hukum sebagai alat untuk melakukén |
perubahan dalam masyarakat, Achmad Ali mengemukakan péndapatnya
bahwa: |

Fung‘si hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di
dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama
dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi

pengendalién sosial,

2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi "pasif

hukum", dalam arti kata, hanya bertindak jika telah terjadi penyimpangan
terhadap aturan yang telah ditentukan harus ditaati. Fungsi pasif di sini

artinya Hukum yang mehyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.”

%8 Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung,
Hlm. 117. »
% Achmad Ali, Op.Cit. 103.
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Berkaitan dengan fungsi hukum, I.S. Susanto berpendapat bahwa

fungsi primair hukum adalah sebagai berikut:

. Untuk perlindungan, artinya hukum mempunyai fungsi untuk melindungi
masyarakat dari ancaman bahay'ci dan tindakan-tindaké._n yang merugikan
berasal sesama kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh
pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan dating dari luar yang
ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, m1a1-n11a1 dan hak asasinya.
Untuk keadilan, hukum mempunyai fungsi untuk menjaga,
‘melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif
dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum
yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang
dipercayai harus dijaga dan dilindungi.
. Untuk pembangunan, artinya. hukum mempunyai fungsi untuk
pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia. Dengan demikian hukum dapat dipakai sebagai kendaraan
balk dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaannya secara riil.
- Dengan demikian hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan
dan sebagai alat kontrol agar. pembangunan dapat " dilaksanakan secara
adil.” '

Soerjono Soekanto dalam Teori efektivitas hukum berpendapat
bahwa hukum dikatakan' efektif apabila warga masyarakat berperilaku

sesuai dengan harapan atau dikehendaki oleh hukum.

™ 1.8. Susanto, 1999, Kejatiatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Orde
Baru, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar UNIDP, Hlm. 17-18.
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Menurut Chambliss dan Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat

secara teoritis memberikan penjelasan dalam bentuk diagram sebagai

berikut:”
All other societal
and personal forces ‘ .
| ¢ petasl Feedback
d Rule making A ‘\\
S Institutions - , S
K _ Norm >
]
\Feedback I
\ : Rule
S ' ' Occupant
a Rule Sanctioning activity P
All other societal All other societal
and personal forces and personal forces

Dalam diagram terSeBut terdapat ﬁga komponen utama pendukung
bekerjanya hukum dalam masyarakat, ketiga komponen tersebut meliputi
(1) Rule making ins{itutions (lembaga pembuat peraturan); .(2). Rule
sanctfoning instiﬁ:tions (lembaga penerapan peraturan); dan (3) Rule
occupant (pemegang peranan).j' Selanjutnya dari ketiga kompohen utama
dasar tersebut Robert B. Seidman m_éngajukan pendapatnya sebagai ben‘kqt:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang
pemegang peran dlharapkan bertindak.

2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu
respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi- peraturan-peraturan
yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga

" Satjipto Rahardjo, ‘Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan
Soszologxs) Sinar Baru, Bandung. Him. 27.
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pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan nilai-nilai

lainnya mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai

respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sank_éinya, keseluruhan_

. kompleks kekuatan sosial, pdlitik dan lain-lainnya yang mengenai diri

mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

4. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan

peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi,
keseluruhan kompeks kekuafan—kekuata.n sosial, politik, ideologi clan
lain-lainnya yang menurut diri mereka serta umpan balik yang datang

dari pemegang pera serta birokrasi.™

Pendapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum

khususnya hukum pidana. antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, -

bahwa suatu kaidah hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi
senantiasa dapat dikembalikan péda paling sedikit empat faktor, yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiﬁ, |

2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan,

3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung vpelaksanaan kaidah
hukum, |

. Warga masyarakat yang terkena ruané lingkup peraturan tersebut.”

Secara konsepsional, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada. .

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang teljabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

72 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, him.27-28.
7 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, him. 30.
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan.. Konsepsi yaﬁg mempunyai dasar
filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan
tampak lebih kongkrit.™

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasamya mempunyai
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
Pa.nda.ngan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-
pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan
nilai-l ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai
kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian deném hiléi inovatisme, daﬁ
seterusnya. Di dalam penegakan hukl;m, pasangan nilai-nilai ters_eBuf perlu
diserasikan, umpamanya, perlu penyerasiah antara nilai ketertiban dengan
nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada 'keterikétan,
sedé.ngkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam '.
kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan.
di dalam -wujﬁd yang serasi. Apakah hal itu sudah cukup?

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan -
penjabaran secaré blebih konkrit lagi, oléh karena nilai-nilai lazimnya
bersifat abstrak. Penjabara-n: secara lebih kongkrit terjadi di dalam bentuk
kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan
suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara |

Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah yang tersebut yang berisikan |

7 Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan.
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 3. :
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suruhan afau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau
tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum
larangan-larangan untuk  melakukan perb'uatan-pefbuatan. tertentu,
sedaﬁgkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang
berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan

bagi perilaku atau.sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharus'nya_.. _
Perilaku .atau -sikap tind_ak tersebut bertujuan untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi
daripada penegakan hukum secara konsepsional.
Penegakan hukum sebagai .suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang .fnenyangkut membuat keputusan yang tidak secara
kétat diatur oleh kaidah hukum, ékan tetapi mempunyai unsur penilaiaﬁ
pribadi. - Dengan mengutip ,pendapat- Roscoe Pound, maka LaFavre
menyatakan, bahwa pada hakjkatnya‘ diskresi berada di antara hukum dan
moral (etika dalam artl sempit).” |

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa
gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut
terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan,
yang menjelmé di dalam kéidah-kaidah yang bersimpang siuf, dan pola

perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

™ Ibid., him. 4. :
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Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah
semata-mata berarti pelaksahaan perundang-undangan, walaupun di dalam
kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga
pengertian “law enforcement” begitu populer. . Selain dari itu, maka ada
.kecenderungan yangv kuat untuk mengartikah penegakan hukum sebagai
‘pelaksanaan keputu.san-keputusan- hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-
pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,
apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-
keputusan hakim tersebut malahan menganggu kedamaian di dal@ '
pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik

-~ —-suatu - kesimpulan —bahwa —masalah—pokok -daripada penegakan hukum -

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor

tersebut, adalah sebagai berikut:’6

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam .tulisaln ini akan dibatasi pada
Undang-Undan_g.saja.' |

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. |

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

" Ibid., him. 5.
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukmn.tersebut berlaku
atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

“merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur

daripada efektiﬁtaé penegakan'hukum.

Dalam kaitannya dengan sistem, sistem berasal dari kata “systema”
yang mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling
befhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruh_an‘.77

Menurut Murdick dan Ross memberikan definisi sistem dengan ciri-ciri

- yaitu: adanya unsur sistem yang terpadu jadi satu, ada tujuan yang hendak -

dicapai oleh sistem, ada kegiatan yang dilakukan oleh sistem, ada sesuatu
yang diolah atau diproses oleh sistem, dan ada sesuatu hasil yang dibuat

sistem.”™

7 Tatang M. Amirin, 1992, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Pers, Jakarta,

him. 1 . '

™ Ibid, him. 21,
: 58



BAB III
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Sistem pemidanaan yang dianut oleh UU No. 3 téhun 1971 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kumulatif, sedangkan dalam
undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahﬁn
19997 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi bersifat kumulati -
~alternative. Artinya, terpidana korupsi selgin dikenakan .sanksi' pidana
pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang
penggahti sebanyak-bé.nyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh
dari hasil korupsi. Pembayaran uang penggant‘i dalam UU No. 3 Tahun
1971 tidak dapa;c diganti (subsidair), tetapi padzi uu No.,31 Tahun 1999
dapat disubsidairkan, dengan pidana penjara. .

Tindakan tergas berupa hukuman pidana terhadap pelaku tindak

pidana korupsi cukup beralasan mengiﬁgat tindak pidana korupsi

| merupakan tindak pidana yang luar biaéa (Ext}'a ordinary crime) yang
penanggulangannya juga harus. dilakukan dengan cara yang luar biasa
(extra ordinary enforceméht) dengan tindak_an-tindakan yéng_ luar ‘biasa

pula (eJétra ordinary measures). Sungguhpun .demikian, penanggulangan

‘ 7% Lihat pembahasan Peraturan perundang-undangan pemberantasan Tindak
- Pidana Korupsi Edisi lengkap 2005 (Penerbit FM Fokusmedia 2005).hlm. 104-107
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'tinda.k_ pidana korupsi ha_rué tetap menjunjt_lng tinggi ketentuan hukuifn dan
hak asasi manusia (HAM).

| Dalam agenda‘pen.lberantasan korupsi, pemidanaan merﬁpaka_n
cara paling aﬁpuh untuk mengurangi praktek korupsi. Kepentingaﬁ
umumnya, pemidanéan akan memberikan efek jera (deterrence effect) agar
semua orang tidak melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
Negara. Disamping itu secara jujur juga ;haru_s diakui, p’engesampinganv
lproses pidana | kian mengabuﬂcan makna hakiki bahwa ‘perbuatan
mérugikan keuangan Negara merupakan kejahatan luar biaéa (extra
ordinary crime). Semestinya, dalam sudut pandang pemberantasan
korupsi, pengembalian uang Negara tidak menegasikan proses pidana.

o _Sebagaimana ciiketahui dalam Pasal 4 undang-undé.ng Ndmof 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana _korupsi jo undang- ‘_
uhdang nomor 20 tahun 2001, terdapat ketentuan yang menyatakan

- bahwa” pengembalian kerugian _keuangaﬁ -Negara atau perekono_midn
‘Negara tidak menghapuskan . dipidanaﬁya pelaku tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 37, |

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penegakan hukum
tindak pidana korupsi khususnya Kejaksaan Agung dalam rangka g
v pencéga.han dan memberantasan korupsi dan juga pengembalian kerugian

Negarei adalah;

L Modus 6perandinya_canggih.,

" ihat pasal 4 Undang-ﬁndang Tindak Pidana Korupsi. Him. 109-110
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Modus operandi adalah cara operasi atau cara melaksanakan  atau
melakukan tindakan sedangkan yaﬂg dimaksﬁd canggih adalah sangat
berpengalaman, intelektual atau moderen, khususﬁya dalam melakukan
tindakan korupsi, sulit untuk dideteksi atau diketahui.dalam waktu -dini -
saat pelakunya beraksi atau usai dilaksanakan karena begitu rapi, begitu

sempurna, pertanggungjawaban, atau peketjaan fisik maupun non fisik
Pelaku dilindungi korps, atasan atau teman-temannya

Pada umumnya kasus-kasus yang berkualifikasi tindak pidana korupsi
saling berkaitan baik dengan instansi, atasan maupun dengan teman-teman
pelaku. Sering terungkap suatu i(asus korupsi dilakukan berdasarkan
kebijaksanaan institusi atau atasan atau juga memang merupakan

kedasaﬁa atau kolusi antara atasan dan pelaku atau antara pelaku dan
teman-teman seorganisasian. Dalam rangka menjaga ﬁama baik institusi
atau uhtuk melindungi kepeﬁtingan atasan itu ‘sendiri atau temaﬁ-
temannya, dan berusaha menghindarkan ciiri dan melindunginya dengan
j-alan menghindar tidak bersedia memberikan data atau fakta yang

-diperlukan sehubungan dengan adanya temuan.
A Obyeknya rumit

Kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sangat
Tumit atau komplek karena berkaitan dengé.n berbagai peraturan, berbagai
instansi dan atau berbagai disiplin ilmu. Disamping itu dalam kasus

korupsi banyak menyangkut bermacam factor seperti penyelamatan
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~.ekonomi, kepentingan politik, ekonomi, unsur criminal, serta kebijakan
pemerintah yang multi actor. Tentunya akan mempersulit bagi penegakan

hukumnya
Sulit menghimpun bukti permulaan.

Pada umumnya kasus-kasus yang dikata'gorikan sebagai tindak pidna.
kérupsi baru terungkap kejadiannya usahanya sudah berlansung cukup
lama, Sedangkan perbuatan tindak pidanana korupsi_ berlansungnya
seketika dan prosesnya begitu cepat dan singkét sehihgga dalam upaya
ﬁntuk mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi tersebut

-seringkali kesulitan menghimpun data dan fékta untuk dijadikan bukti.
. Masih terdapatnya perbedaan persepéi dan interpretasi.

. Perbedaan persefsi dan interpretasi yang dimaksudkan disini adalah
perbedaan tanggapan dan penafsiran antara‘ aparat pengawas structural
atau fungsional dalam kasus yang dikatagorikan tindak pidana korupsi,,_
serta antara penegakah hukum dan l‘embaga/ b'adan ly‘e‘mg terkéit dengan
penaggﬁlangan tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut terletak pada
penafsiran dan penerapan perafuran perundang-undangan terhadap tindak -
pidana korupsi, baik menyangkut tindak pidana m;ateriii maupun formiil.’
Kemudian adany'c{ perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap peraturan-
peraturan lainnya. yang ‘bersangkut paut dengan tindakan penyidikan, -

penuntutan maupun putusan pengadilan.
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6. Dukungan produk'peratﬁran perundang-undangan yg kurang memadai.

Pada hakikatnya UU pembefaﬁtasan tindak pidana korupsi telah mengatur
baik pidana materiil maupun pidana formiilnya, yaitu tentang hukum acara
‘dan 'perbuatan-perbuatar_) yang vdapat dikualiﬁkas'ikan se‘bagai tindakan
pidana korupsi, namun dengan munéulnya produk-produc peraturah |
pemdmg-mdmgm di belakahgﬁya maka penefapan undangfundang
pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut justru menjadi tidak leluasa

atau terhambat untuk maju.

. Adanya teror dan berbagai upaya untuk mempengaruhi proses penegakan

hukum

Bahwa upaya penegakan hukum khususnya berkaité’n denga_n penyelesaian .
tindak pidané korupsi. seﬁﬂgkali- juga menghadapi kendala-kendala non
tehnis seperti adanya terror berupa ‘ancaman kep'a-da‘ aparat penegakan
| hukum serta adanya upaya dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan
tertentu untuk mempengéruhi prosés penegakan hukum t_ersebut_ déngan-
mencoba menawari aparat penegak hukum dengan berbégai” imi_n_g-iming_"’

baik berupa uang maupun barang.

~ Hal inilah yang mehgékiBatkan efektivitas penegakan hukum |
dalam pemberantasan koruﬁsi tidak beﬁalan dengan normal dan maksimal.
- Hal .yang mendasar yang -'éangat penting yang 'harus diperhatikan _unfuk
menﬁnuskan strategi pemberantasan korupsi agar tidak mengulangi lagi

kesalahan, kekurangan, atau kélemaha_n pada masa lalu syarat: utamanya
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adalah adanya komitmen politik untuk memberantas korupsi yang mutlak

| diperlukan 'untuk mencipté.kan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan hasil dari pembicaraan yang dilakukan kepada
terpidana atau mantan terpidana-tindak pidana korupsi, umumnya mereka
merasa jera telah melakuka_.n kortlpsi. ‘Selain rhenanggung malu pada diri
sendiri, juga menanggung malu pada keluérga besar‘.i Mereka juga berharap.
perbuatan ini adalah yang pertama dan tgrakhir selama hidup. Mereka jﬁga
menyarankan kepada pihak lain untuk jangan mencoba-coba mela;kukan_
kc;'rupsiv, karena resikonya yang sangat luar biasa.”®

Hukuman yang dijatuhi oleh majlis hakim pada terpidana korupsi,
menurut para terpidana sangat berat. Beratnya. 'pidéna penjara yang
dirasakan para terpidana kasus tindak pidana korupsi dan beban moral
yang harus ditanggung seumur hidup; menﬁrut mereka vsemua bahwa-
semua terpidana yang sudah di hukum sudah membuat kapok para mereka
yang 'melakukan tindak pidana korupsi. Oleh kare'né itu, sebagian 'beéar |
terpiddna ménginginkan hukuman diperingan agar mereka ‘bisa
meﬁlperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Ditanya tentang pengembalian hasil korupsi terpidana kasus tindak
pidana korupsi menyatakan ba.hwa‘ mereka tidak dépat mengembalikaﬁ |
seluruh kerugian Negara yang tel_ah dik’orupéi. Adapun alasannya, hasil
korups'ir bel;upa uang, sebégian besar telah dibelil;én | pro;perty ( mobii, '

tanah perkebunan dan lain-lain), barang berharga, dan tidak sedikit pula

* 78 Responden dan Informen (Mantan terpidana korupsi dan pidana kotupsi di
tahanan Kejaksaan Agung), Jakarta tahun 2009.
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uang hasil korupsi vitu telah dibelanjakan kebutuhan hidup dan sisanya
untuk membayar pengacara. Kalaﬁpun sisa hasil kdrupsi tersebut
diakumulasikan, tidak dapat menutupi kerugian Negaré yang teléh mereka
korupsi. Terpidana hanya berharap ada pengamptinan dalam pengembalian
uang Negara yang telah mereka Korupsi.

Lebih jauh, responden yang juga merupakah terpidéna.dan mantan
terpidana kasus tindak pidana kbrupsi, merasakan bahwa hukurhan pidana
yang berat dapat membuat mereka tidak akan melakﬁkan lagi perbuatan

'yan'g sama dimasa mendatang. Hukuman penjara. yang mereka 'terima_
membuat .sebégian besar pelaku tindak pidana kordpsi menyadari
kesalahan yang mereka lakukan. Mereka jugé 'berharap, péﬁgakuan '
bersalah mereka yang disampaikan di dalam majlis dapat memperingankan
hukumannya. | .

Selain hukuman penjara,_ hukuman pidana niét’i dapat dijatuhkan -
kepada setiap orang yang secara melawan .huku_m melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri ataﬁ orang lain atau suatu korporasi yang dapat

- merugikan keuangan Negara atau perekonomié.n Negara sebagaimana

dituangkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahuﬁ 1999_ tentang

. perhberantasap tindak pidana kofupsi junto UU No. 20 Tahun 2001

tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi,” yaﬁg ciilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun

yang dimaksud dalam keadaan tertentu, menurut penjelasan Pasal 2 ayat

 penjelasan Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Dalam rumusan tindak pidana
koripsi meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi secara melawan hukum. Him .60
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(2) adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan:f.terhadap dana-dana yang diperuntukkan
baéi penanggulangan keadaan berbahaya, becana alam nasional,
penanggulangan akibat kerusuhati social yaﬁg meluas, penanggulangan
kriéis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana.korupSi.

Pidana penjara yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi
menurut UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001%,
bervariasi, mulai dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
yang paling singkat 1 (satu) tahun hingga yang paling lama 20 (dua puluh)
Tahur.l.‘ Selain iﬁl, diberlakukan pula dendé bagi pelaku ,tinda.k pidéna

korupsi, mulai yang paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (]irﬁa puluh juta

rupiah), hingga yang paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar
ruﬁi’ah)Q | | o |

Selain  itu, pelaku tindak .pidana.. korupsi juga dikenai pidana
tambahan Berupa perampasan barang bergerak yang bérwujud atau yang |
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau
yang diperoleh dari ';indak pidana’ korupsi, termasuk pemsahaaﬁ_ milik
terpidana tempéi tindak. pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari bara;ng'
yang menggantikan barang-barang' tersebut, |

Pidana tamb_ahan'.lainnya adalah pembayaran uang pengg@ti yang
jumléhnya sebayak-banyaknya .s:ama dengan harta yang dipeioléh dari

tindak pidana kofupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti

® Peraturan pemndahg—undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi
lengkap 2005 (Penerbit FM Fokusmedia 2005) him. 60-68 '
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paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), harta bendanya dapat _
disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Boleh jédi terpidana tindak pidana korupsi tidak meﬁpmym lagi
hérta benda yang mencukupi untuk pembayaran uang penganti, maka
sebagai penggantinya dapat dipidana dengan pidana penjara yarig lamanya -
tidak melebihi ancaman maksimal dan pidana pokokﬁya sesuai ketentuan
UU No. 31 Tahun 1999 ﬁmto UU No. 20 Tahun 2001, dan lamanya pidana
penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. |
Térhadap tindak pidana'korup'si yang dilakukan korporasi, pidana
pokonya yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan
maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga). Penjatuhan pidana ini ditentukan
pada pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 200181,
Tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi akan mcnyerét korporééi
dan atau pengurusnya untuk dijatuhi pidana, Hakim dapa't_-memerintahkan
supaya pengurus korpurasi menghadap sendiri di pengadilaﬁ'dan dapat
pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang
pengadilan. Dalam- hal tuntutan pidana dilakukan terhadap'bko‘rporasvi,‘ K
panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut
'_ disémpaikan kepada pén‘gurus ditempat tinggal pengﬁrus atau di temba’_c

pengurus berkantor.

81 Lihat undé.ng-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 UU No. 31 tahun 1999
Junto UU No 20 tahun 2009. Hal. 92 ' ' ' '
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Sebagian besar ‘terpidana tindak pidana korupsi dan mantan
terpidana tindak pidana korupsisz,_ tidak mengetéhui secara pasti dé.n rinci
-isi. dari UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidﬁna
Korupsi ldan UU No. 20 Tahun:2001' tentang perubahén atas UU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Menurut

mereka (terpidana dan mantan terpidana), seandainya mereka sebelum

melakukan tindak pidana korupsi mengetahui undang-undang tersebut,

mungkin mereka akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana
korupsi. Persoalannya, mereka tidak mengetahui undang-undang tersebut,
‘dan béru mengetahui setelah diputus perkaranya oleh hakim, jadi intinya
sebagian pelaku tindak pidana korupsi,ti&ak mengetahui -atau tidak tahu
menahu tentang undang-undang korupsi yang sebenarnya semua aturan
larangah dan hukuman sudah tertulis di dalam undang-undang tersebut.
Muladi® pernah mengingatkan agar penggunaan hukum pidana
haruslah dilakukan secara bijakgana. Jangan menggunakan hukum pidana
secara embsion_al untuk melakukan pembalasan semata-mata. Hukum
pidana ,jahgan dipakai 'guﬂa mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya

dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan

atau kerugian yang lebih sedikit. Jangan n.l_emakai_huk_u‘m pidana apabila

kérugian Negara yang ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar

daripadé kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan

*2 Responden dan Informen (Mantan terpidana korupsi dan pldana korupsi di
tahanan Kejaksaan Agung), Jakarta tahun 2009.
83 Muladi.” Politik Kriminal Terhadap Kejahatan di Lingkungan Profesional,”
dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampat Hukum Ptdana (Bandung,
Alumni, 1992) him. 73-74
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dirumuskan. Hukum pidana jangan digunakan bila hasil samping (by
product) yang ditimbulkan lebih meruéikan disbanding dengan perbuatan
yang akan dikriminalisasikan. Jangan mengunakan hﬁkum pidana, apai)ila
penggunaannya >diperkirakan tidak efektif. Hukum pidana harus rasional.
Hukum pidana harus menjaga keseraéian antara brder, legitimation and
competence. Hukum pidana juga harus nienjaga keselarasan antara social
_depence, procedural fairness and substantive justice. Lebih jauh }lagi
‘d.isebutkan bahwa hukum pidana harus menjaga keserésiﬁn antara
moralitas komunal, mpra'litas kelembagaan dan moralitas sipil. Dalam-hal—
lhal tertentu hukum pidana juga harus mempertimbahgkan sécaré khusus
skala prioritas kepentingan peraturan. Penggunéan hukum pidana sebagai
sarana refresif harus didayagunakan secara serentak dengan Sarana.
'péhcegahan .ya'ng bersifa;th non-penal (prefention without punishment)
Terakhir, peng_glmqan hukum pidana sebaiknya harus di afahkan pula .
untuk meredam factor kriminogen yang menjadi kﬁasa utamanya tindak
pidana. |

. Sungguhpuﬁ ‘demikian, pada hakikatnya pemidanaéﬁ terhadapl
‘seséorang yang _melakukah tindak pidéna'korupsi bertﬁjua.n:84 |
.Me:ncegah' dilakukanhya tindak pidana dlenga.n- menegakkan norma
i hukum demi pengayoman masyarakat. | |
. | Mengadakan korek'si terhadap tefpid’ana d.an dengan }demikia.n

menjadikannya orang yang baik dan berguna

* Andi Hamzah, Op.cit, him. 37-38
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Menyelesaikan konflik yang ditimbﬁlkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan - dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.-

| Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi hanya sebatas mereka berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan
yahg sama dikemudian hari. Untuk pengembalian kerugian Negara yang
telah mereka korupsi, sebagian besar terpidana menjawab bahwa m‘éreka
telah dih1j1kum, penjara, kenapa harus mengembalikan lagi kerugian
Negara. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa untuk pengembalian
kerugian Negara, dan penjatuhan hukum pidana tidak efektif. Penjatuhan
hukumm pidana hanya' efektif untuk membuat mereka tidak mengulangi lagi
tindak pidana korupsi lagi. Hal ini dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa
pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum, rata-rata belum peniah

dihukum karena kasus yang sama.

Faktor-faktor penyebab kegagalan penegakan hukum dalam wurusan

pengembalian kerugian Negara dan pemberantasan korupsi adalah 8.

Perangkat hukum yang tidak baik

Kemerosotan mental dan moral para penegak hukum

. Sistem pengawasan yang direkayasa dan direkapaksa

Tidak tegasnya ﬁenegak'hukum dalam prosesi négosiasi terhadap tindak -

pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara

* Soerjono Soekanto. Op. cit, hal. 8-9
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Sehingga dalam penanggulangdn dan pemberantasan korupsi serta
pengembalian asset Negara diperlukan adanya suatu penegakan hukum
yang tegas, system pengawasan yang ideal, dan peningkatan

propesionalisme aparat penegak hukum.

Penjatuhan hukum bidana yang selama ini dilakukan terhadap |
pelaku tindak pidana korupsi tidak berbénding lurus de_ngan pengembalian
kerugian Negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan cara yang paling efektif
untuk dapat mengembalikan keru_gia.h Negara selain penjatuhan hukum

pidana, seperti yang selama ini dilakukan.

Optimalisasi Pengémbalian Kerugian Negara Melalui Gugva_tan
Perdata |

| Kejaksaan — dalam hal ini Jaksa Agung Muda perdata dan 'tata'
usaha Negara (JAM DATUN)- }adalah"pihak yang paling bertanggung
jawab dan berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim
yang telah. mempunyai kekuatan hukum tetap (in_kracht van gewijsde),
terﬁtama daldm hal penagihan ‘pembayara.n uang pengganti. Pembayaran
| ué.ng pehgga.nti, sebagaimana diatur di dalam UU No.31 Tahun 1999
juﬁcio_ UU No. 20 Tahun 206185,_ merupakan hukuman tambahan yang
harus dilaksanakan tetpidana tindak pidana korupsi. Cara-cara penagihaﬂ
yang dilakukan pihak kejaksaan inilah ya.né akan menjadi indicator utam# .

optimalisasi pengembalian kerugian Negara.

% peraturan perundang-undangan pemberantasan Tindak deana Korupsi edisi
lengkap 2005 (Penerblt FM Fokusmedia 2005)
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Untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan pengembalian

kerugian Negara baik berupa pembayaran uang pengganti maupun asset-
asset berharga laimiya, pihak kejaksaan melakukannya dengan cara non-
litigasi maupun litigasi. Upaya ini di tempuh untuk melihat secara lebih
mendalam lagi segala kémungkinan agar kerugian Negara dapat
dikembalikan kepada masyarakat secara optimal.

Cara non-litigasi

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

(JAM DATUN) dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: Penegakan hukum,

‘Bantuan hukum, Pertimbangan hukum, Pelayanan hukum, dan Tindakan

hukum lainnya. Untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut, dapat
ditemf)uh dalam forum pengadilan (litigasi) atau di ltiar pengadilan (non-
‘litigasi)

Tugas melakukan gugatan pembayaran uang pengganti
berdasarkan putusan pengadilaﬁ adalah merupakan tugas dibidang
penegakan hukum. Oleh:karena itu, optimalisasi pengembalian kerugian
Negara sesunggﬁhnyé ada di pundak JAM DATUN.

Surat kuasa khusus (SKK) diberikan pemerintah atau suatu instansi

kepada Jaksa Pengancara Negara sebagai limpahan wewe_hang untuk

penagihan pembayaran uang ‘,»peganti. Bila dapat ditagih, maka
dikembalikan kepada instansi yang dimgikan. Sementara itu, bila vang

pengganti yang ditagih disetor ke kas negara
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Apabila pelaksana cksekusi putusan pengadilan atas perkara-
perkara korupsi yang mencantumkan ketentuan tambahan ‘pembayaran
uang pengganti sesuai pasal 18 huruf ¢ UU No. 21 Tahun 1999 Juncto UU
No.20 Tahun 2001 mengalami ﬁambatan, maka satuan kerja Jaksa Agung
Muda Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyerahkan penyelesaian
penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada satuan kerjé JAM
DATUN.% | |

Pola kerja yang terjalin adalah jika Jaksa Pengancara Negara dalam

penagihan pembayaran uang pengganti pada terpidana dilakukan oleh

satuan jaksa yang menangani tindak pidana khusus (PIDSUS) mengalami

hambatan, maka penyelesaian selanjutnya, karena mengalami hambatan,
diserahkan kepada jaksa pengancara dalam satuan kerja JAMDATUN.
~ Jaksa pengancara Negara dapat melakukan penagihan pembayarah

uang pengganti kepada terpidana dengan cara di luar pengadilan (non-

litigasi). Bila hal ini mengalami hambatan, maka Jaksa Pengancara Negara

dengan bekal SKK dan JAM DATUN dapat melakukan penegakan hukum
dengan cara menggugat terpidaﬁa/ma.nta.n terpidana dipengadilan secara

perdata.’’

Bagi mantan terpidana yang korupsi yang jatuh miskin, sehingga

tidak mampu mehyele"sikém pérribayaran uang pengganti, maka tetap harus

% Periksa Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.052/JA/1996 tentang Pola

Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja JAM DATUN dengan satuan Kerja JAM BIN,
JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS.

* Periksa tentang Penegasan tersebut dalam surat JAM DATUN No. B~
161/G/Gpk. 3/9/2001 tentang Tindak lanjut pembayaran Uang Pengganti dalam perkara
korupsi. Juga surat JAM DATUN No.B-119/G/Gpk.3/7/2001.
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dilakukan gugatan perdata.hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan
bahwa sﬁatu saat yang bersangkutan merﬁiliki harta lagi. Perlakuaﬁ ini
didasar atas pasal 113i KUH Perdata:
“Segala kebendaan si bérhutang baik yahg bergerak maupun tak
bergerakk, baik yang sudah ada maupun yang baru akan nada dikemudian
hari, menjadi taﬁggungan untuk segala perikatan pefseorangan.”ss,
Terhadap terpidana atau mantan terpidana korupsi yang tidak
beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran uang ﬁengganti,'
-biasannya mengalihkan harta bendanya hasii korupsi kepihak ketiga.
Terhadap terpidana atau mantan terpidana yang dem_ikian; JAM DATUN
menindaknya dengan tggas‘ karena perolehan suatu barang harus_
memeﬁuhi syarat ébyekti.f, sebagaimana teﬁumg dalam pasal 1320 KUH -
Perdata:
“suatu barang dari sebab yang'ha‘lal dengan demikian secara a
contrario suatu barang yang berasal dari kejahatan, maka
perbuatan mengalihkan barang dengan cara jual-beli dapat
d;’batalkan menurut hukum (vernietighaarheid)®
Upaya‘ menyele_saikaﬁ sengketa pembayaran uangl pengganﬁ
: kiré.nnya lebih efektif déngan jalur non-litigasi, dengan pertimbangan:

| Négoisasi lebih efektif karena tidak ada pihak yang dikalahkan (win-

win solution).

8 Subekti. R Lihat pasal 1131. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) hal. 291 :
) ® Penjelasan pasal 1320. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata). Hal.339 ‘
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Negosiasi lebih cepat dan .efektif serta tidak memerlukan biaya
mahal.
Sama-sama memiliki kekuatan mengikat pada para bihak. _
Praktek . penyelesaian sengketa yang mengulur-ulur waktu dapat
dihindari. |
" Sama-sama tidak kehilangan muka di masyarakat.

Apabila péra;cara negosiasi tidak berhasil, maka di'lvallcukan dengan
- cﬁa mediasi. Artinya, ditunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk
ményeléSaikan sengketa yang ada. Solusi pihak ketiga yang disetujui, dan_
hasilnya disepakati para pihak, maka kesepakatan tersebut mengikat para
pihak.* |
| B.aik negosiasi maupun mediasi dilakukan. dengan didahului
konsultasi, suatu cara éjaﬁg tukar pikiran untuk memperoleh éara
penyelesaian yang terbaik untuk masing-masing pihak dengan diéértéi
itikad baik. -

Daﬁ hasil pen_elitian yang dilakukan di Kejaksaan Agung RI, |
terutama di Kantor JAM DATUN, ternyata tidak ada- berkas perkaia_
gugétan pérdata tentang pengembalian pembayaran uang .' p_engganti.'
Dengan demikian, penggmbalian kerugian Negara yang selama ini di tégi_h _
lewat- pembayaran uang pengganti ternyata dilakukan dengan cara
rieg’osiasi dengan terpidana atau mantan ‘terpidana kasus tindak pidaﬁan

korupsi. Dengan perkataan lain, cara yang dipakai untuk mengembalikah_

% Subekti. R . Simak pasal 1338 KUH Perdata. Hal. 382
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kefugiqn Negara adalah melalui Alternatfve Dispute Resolution (ADR)
antara Jaksa Pengancaré Negara dengan para terpidana atau mantan
terpidana.

Adapun nilai vang pengganti yang dapat ditarik dari para terpidana
.atau mantan terpidana tindak pidana korupsi pada periode 2001, sebesar
Rp.12.237.237.726, meliar. jumlah tunggakan pada tahun itu adalah Rp.
77.200.528:559,meliar,. sisanya sebesar Rp. 64.963.308.883.meliar, jadi
tingkat keberhasilan penyelesaian pembayaran uang pengganti sebesar
15,85 persen.”!

Untuk tahun 2002, penyelesaian uang pengganti sebesar Rp.

121.672.615.ratus juta, penyelesaian tahun 2002 bila digabungkan dengan

' sisa uang penganti tahun sebelumnya adalah Rp. 77.343.250.516, maka

presentase penyelesaian sebesar 0,16 persen.
' Pada tahun 2003 penyelesalan pembayaran uang pcnggann scbesar
Rp. 12. 424 879.499 mehar, sedangkan tahun 2003 tersebut ditemukan
korupsi yang bertambah sehingga kerugian negara bertambah sebanyak
Rp 2. ‘.302_.400.037.508,ter1iun, dengan tingkat penyeléSaian sebesar
0,53% persen’™. | |
Hasil 'pényélesaian .pembayaran uang pengganti selama preode,

2002, 2002, 2003 tidak stabii, dikerenakan berbagai alasan diantaranya,

terpldana dan mantan terpidana tindak pidana korupsi memnggal dunia,

tidak dlketemukan 1ag1 domlslhnya, tidak mampu membayar keruglan ,

) *! Data dokumentasi dari Kejaksaan Agung dan hasil audit BPK tahun 2001 -
2003, dlambll tahun 2009. , .
% ibid
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Negara, bahkan ada yang diganti dengan pidana penjara. Untuk penagihan

pembayaran uang pengganti pada pereode tahun tersebut, JAM DATUN

* melakukannya dengan cara negosiasi.

Berdasarkan Laporan ICW Tahun 2005%, Pihak kejaksaan

menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas
kerugian negara dalam perkara pidana korupsi; yang ditetapkan pengadilan
senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh
Kejaksaan Agung, hingga kini masih trus. berlanjut dan terus dieksekusi
walaupun belum semua berhasil ditagih. Sedangkan menurut audit BPK,
hasil pemeriksaan pada Kejati DKI Jakarta dan pengmnpulan data pada
Jampidsus menunjukkan adanya putusan pengadilan berupa denda dan
hukuman membayér uang - pengganti kerugi‘an negara yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan 31 Desember 2004
sebesar Rp6,67 triliun meliputi putusan pengadilan yang ada di 17
Kejaksaan Tinggi sebesar Rp 5,3 triliun dan di Jamdatun sebesar Rp1,35
triliun. ’Sedangkan: untuk jumlah putusan pengadilan tesebut terdiri dari
325 putusan dengan rincian 32 putusan berumur kurang dari 1 tahun, 193
putusan telah berumur 1-10 tahun? 77 put_usan'tel_ah berumur_ 11-21 ,tahﬁn
dan 23 putusan tidak dapat diketéhqi berapa umurnya. Namun sémpai

- dengan saat berakhirnya pemeriksaan,'Kejaksaan Agung masih berusaha

%% Indonesia Corruption Watch (ICW), Evaluasi Setahuﬁ Pemerintahan SBY-
"~ Kalla, Tahun 2005,-'h1'n'1.‘ 14. -
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mélaku‘kan- eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempﬁnyai
kekuatan hukum tetap tersebut.” |

Sedangkan hasil Dinas yang Harus di tagih oleh Kejaksaan dari
penangahan tindak pidana korupsi di 30 Kejati se Indonesia pada tahun
2003 se‘be_sar Rp 49.632.225.959- rﬁeliar, namun barﬁ Rp 27.906.129.377‘-

meliar, yang telah berhasil di tagih di setorkan ke kas Negara.

TABEL DATA: KORUPSI HASIL DINAS YANG HARUS DI
TAGIH DI 30 KEJAKSAAN TINGGI DI INDONESIA

2.119.500

| Darussalam

2 | Sumatra Utara T2.299.789.159 | 2.299.785.159 0

3 Sumatra Barat ' | 0 0 0

T TR 1 115.100.000 T 0 [ 115.100.000

5 Jambi_- | 24.187.500 23.987.500 200.000

¢ | Sumatra Selatan | 8.884.650253 | 8.884.650253 0 |

7 | Bangka Elitung 0 | 0 l 0

8 Bengkuiu - 261.084206 | 4.500.000 .25'6.’584.206

9 [Lampuwng 1 125248200 | 125248200 | 0
o DKI Jakarta 0| 0 0

11 | Jawa Barat 412,552,500 412.552.500 0
[12 [ Banten 5012.500 | 5.012.500 | 0

% Indonesia Corruption .Watcﬁ_ (icw), Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-
Kalla, Tahun 2005, him. 14. ’ ' ‘
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13 | Jawa Tengah 2.631819.447 | 2.631.819.447 0
72 | DIY Yogyakaria 688.026235 | 688.026.235 0
15 ‘ Jawa Timur 0 0 0
16 | Kalimantan Barat 1000.000 1000.000 0
17 | Kalimantan Tengah | 241.142.125 | 241,142.125 0
18 [Kalimantan Selatan | 2.719.389.814 | 10250000 | 2.709.139.814
[19 | Kafimantan Timur 31.037.500 31.037.500 o
20 | Sulawesi Utara 5402.146.708 | 5.402.146.708 0
21 |.Gorontalo 0 0 0
E2 Sulawesi Tengah 18.564.249.063 0 18.564.249.063
23 | Sulawesi Tenggara 2.612.000 2.61.2.00_0 -0
34 | Sulawesi Selatan [040.933.126 | 960.159.626 | 80.823.500
25 | Nusa Tenggara Batat | 14.777.500 14.777.500 0
26 | Nusa Tenggara Timur .1.250.000.000 1.256.000.000 0
27 | Maluku 0 0 0
28 | Maluku Utara 75.005.000 | 75.005.000 0
29 Papia 4820774623 | 4.820.774.623 0
L30 Bali 10.510.000 10310000 0
" Jumlah 49.632.225.959 | 27.906.129.377 | 21.726.096.582

Sumber: Pusat Informasi Data dan Statistik _Kriminal Kejaksaan Agung RI
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Kejaksaan Sulawesi Tengah yang mempunyai jumlah tagihan
tertinggi sama sekali telah berhasil menagih dan menyetorkan ke kas
Negara sehingga menjadi tunggakan pada laporan akuntabilitas kenerja

kejaksaan tahun 2003 Oleh kejaksaan disetorkan kepada Negara.

TABEL DATA: YANG DI SETORKAN OLEH

KEJAKSAAN KE NEGARA

1 Nanggro - 45 13 32
: ~aceh _ (28,88%)
_ Darussalam :
2 Sumatra ' 46 19 27
. Utara (41,30%)
3 Sumatra 17 17 ' 0
' Barat ‘ (100%)
4 Riaun ' 12 0(0%) - 12
5 Jambi .27 15 12
_ (55,55%) |
6 | Sumatra _ 27 - 14 13
3 Selatan , . (51,85%) : '
7| Bangka ' 17 17 0
Bliturig (100%)
8 Bengkulu 0 0 0
9 Lampung | - 13 6 (46,15) 7
10 DKI _ 13 12 R
 Jakarta (92,30%)
11 Jawa Barat | - - 83 43 40
_ . . (51,80%) |
12 Banten 10 0 (0%) 10
13 Jawa 75 65 10
Tengah ' (86,66%) o
14 DIY 11 . m 1 0
- Yogyakarta | - ' (100%)
15 Jawa _ 40 - 40 0
v Timur L (100%)
16 | - Kalimantan 13 , 13 0
Barat : (28,88%)
17. Kalimantan 11 5 0
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: Tengah (45,45%) B

18 Kalimantan 1 1 (100%) | 5
Selatan -

19 Kalimantan 7 2 0 W
Timur (28,57%) .

20 Sulawesi - 49 49 11
Utara (100%)

21 ~_Gorontalo 11 0 (0%) 11

22 Sulawesi 20 20 0
Tengah - (100%) _

23 Sulawesi 30 25 5
Tenggara - (83,33%)

24 Sulawesi 46 38 8

_ - Selatan (82,60%)

25 Nusa 25 24 (96%) 1
Tenggara ' '

: Barat

26 Nusa 30 12 (40%) ES
Tenggara - ‘
Timur :

27 Maluku 6 6 (100%) |- 0

28 Maluku 0 0 0
Utara ,

29 Papua 15 5 10
' (33,33%) '

30 Bali 17 (0%) 17

31| Kejaksaan 0 0 -0

~ Sumber: Pusat Infonnaéi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung RI R

‘Hasil dinas kejaksaan dalam penggunaan praktek tindak pidana
. korupsi berasal dar1 berbagai sumber, ya_itu 1. Denda,. 2 Biaya pcri{ara,3._
Hasil lelahg, 4, L‘a’in-—laiﬁ, 5. Uaxjg pengganti, semua yang telah berhasil di
tagih oleh kejaksaan disetorkan kepada Negara. .

- Jumlah ﬁpaya hukum tingkat pérlawanan tindak pidana korupsi

' tahun 2003 di 30 Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung hanya 4 kasus, .
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yaitu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa barat. Tiga kasus
mendapatkan putusan di tingkat perlwanan dan tinggal 1 kasus yang belum

di putus oleh pegadilan.

TABEL : DATA UPAYA HUKUM PERLAWANAN
' TINDAK PIDANA KORUPSI

1 Nanggro - 0 -0 _ 0
R aceh '

Darussalam _ _ '

2 Sumatra 0 0 0
Utara »

3 Sumatra 0 0 0

- Barat |-

4 Riau 0. 0 0

5 Jambi - N 0 0o 0

6 Sumatra _ 0 0 0
Selatan _

7 Bangka | = 0 0 0

, Blitung ' .

8 Bengkulu 0 0 .0

91 Lampung 0 . 0 1]

10 DKI N — 3 | 0
Jakarta ; v

11 Jawa Barat 1 0 1

2 Bamten 0 | 0 0

13 Jawa 0 0 . 0
Tengah o

14 DIY ' 0 -0 0
Yogyakarta _ v : :

15 Jawa 0 0 0
Timur
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161 Kalimantan 0 | 0 0
Barat :

17 Kalimantan | 0 0 -0
Tengah ' ‘

18 Kalimantan -0 0 0
Selatan

19 Kalimantan 0 0 0
Timur : ‘

20 Sulawesi 0 0 0
Utara

21 | Gorontalo - 0 0 0

22 Sulawesi | 0 0 0

: Tengah . :
23 Sulawesi 0 0 0
~ Tenggara '

24 Sulawesi 0 0 -0
Selatan , _

25 Nusa _ 0 0 0
Tenggara

‘ ‘ Barat

26 Nusa 0 0 0
Tenggara '
Timur :

27 Maluku ' 0 0 - 0

28 Maluku 0 0 0
Utara :

29 Papua 0 S0 0

30 Bali - 0 0 0
~ Jumlah 4 3 | 1

Sumber: Pusat'Inforﬁxasi Data dan Statistik Kriminal Kejak__saan Agung RI
Terdakwa atau penuntut Umufn rﬁempunyai.' hak untuk tidak
menerima i)umsan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau
kasasi atau hak terpidana unfuk' menunjukkan -pérthohonan tihjaﬁan’- :
kembali dalam hal serta menurut cara yang di atur olgh perundang-

undangan
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TABEL DATA: UPAYA HUKUM TINGKAT BANDING

Darussalam

2 Sumatra 16 0 6
Utara :

3 Sumatra 18 0 18
Barat _ '

4 Riau : 10 ‘ 2 8

5 | Jambi ‘ ) 2 3

6 Sumatra ' 3 10 |- 29 |
Selatan .

7 Bangka | 10 ' 2 _ 0

. Blitung : '

8 Bengkulu - 13 1 12

9 . Lampung 23 1 22

‘10 DKI Jakarta 14 4 13

11 Jawa Barat 42 1 - 38

12 Banten 23 1 22

13 Jawa Tengah 43 3 40

14 - DIY - ' 5 4 1
Yogyakarta

15 Jawa Timur 27 3 24

16 Kalimantan 10 7 3
Barat . : :

17 | . Kalimantan 0 0 0.
Tengah B _

18 Kalimantan 18 . 0 18 -

' Selatan '

- 19 Kalimantan |- 2 0 2
‘ Timur _

20 Sulawesi ' 8 1 8
Utara : R

21 Gorontalo .10 2 9

22 Sulawesi 5 0 3

. Tengah o

23 | Sulawesi | 8 o | 13

- -_Tenggara

24 Sulawesi 10 0 9
Selatan P ‘ : ‘

25 Nusa R 5 10 3
Tenggara : |
Barat - ,

26 | Nusa 13 : 10 .13
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hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata,”* }.lang berisi unsure-unsu_ri
adanya perbuatén melawan hukum, melanggar hak subyektif orang lain,
adanya kesélahan, kerugian dan adanya hubungan causal.
Gugatan karena Wanprestasi

Terpidana dan mantan terpidana yang menunggé.k perhbayaran
uang penganti ini disamakan dengan dibitq.r (si penghutang), dimana
 krediturnya (si berpiutang) adalah Negara atau instansi pemerintah.
Penung.gak pembayaraﬁ uang pengganfi ini dianggap telah melakukan
iﬁkaf janji atau wanprestasi karena tidak melunasi hiltangnya, dan .
karenanya dapat digugat didepaﬁ pengadilan perdata. Dasar hukumnya |
adalah pasal 1234 KUH'Perdata, yang bunyinya: Tiap-tiap perikafan
adalvah untuk memberikan sesuatu, .u_ntuk berbuat sesuatu atau untuk tiddk__
berbuat sesuatu®®. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban .
 sama sekali, atau lémbat memenuhi kewajiban, atau mérhenuhi |
kewajibannya tetapi tidak Seperti apa yang telah diperjanjikan. Pasal 1239
KUH Perdata menyebutkan: “apabila ada Wanpfestasi berupa berbuat.
‘sesuatu, tidak berbuat ‘sesuatu; maka debitur dai)at digugat tenfang E
pengantian biaya kerugian yang timbul dan diderita oleh kreditur dan

membayar bunga.’®”

% Subekti. R. Pasal 1365, Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan .
kerugian itu, mergganti kerugian tersebut. hal. 364

% Subekti. R. lihat pasal 1234 KUH Perdata. Hal. 323

~ % Subekti. R. lihat pasal. 1239 KUH P erdata. Hal. 324
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Gugatan karena putusan perkara pidana

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang banyak
menimbulkan ‘kerugian perekonomian Negara. Untuk méngﬁrangi '
kemgian atau mengembalikan uang Negara yang ai korup tersebut, maka
pihak penuntut biasanyai akan memberikan hukuman témbahan berupa
_ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya tidak melebihi dari harta
benda yang pernah dikorupsinya.

Gugaté.n terhadap terpidana atau mantan terpidana korupsi ini |
dikerenakan hukuman tambahanﬁya, yaitﬁ pembayara_n uang pengganti.
Gugatan dilakukan karena tindak pidana k_orupsi yang dilakukannya telah
pula menimbulkan kerugian materiil. Das‘a'r hukumnya ad'alah»pasal‘ 1918
KUH Perdata:”suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai |
kekuatan hukum tetap, dengan mana séseorang yéng telah .dijatuhka'r‘).
hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran: di dalam perkara -
perdata dapat diterima lsebagai bukti tentang .perbua£an yaﬁg télah

dilakukan,- kecuali jika dibuktikan sebaliknya.’””
" Hakikat dari pasal 1918 KUH Perdata adalah bahwa vonis perkara
pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang apa yang
telah dilakukan oleh tergugat. | | |
Gugé.tan pembatalan
Gugatan pembatalan dilakukan ai)abila dalam perjanjian yang

dilakukan antara Jaksa Pengancara Negara dengan penunggak pembayaran |

”7 Lihat pasal. 1918 KUH Perdata. Hal. 485
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uang penganti tidak sah, sehingga batal demi hﬁkuni. Aiasan—alasan »
kebatalannya tersebut-dikarenakan: obyek perikataniiya yang.tidak jelas,
prestasinya tidak dimungkinkan, sebab itikad buruk, tidak ada kata
sepakaf, dan bertentangan dengan hukum.

Dasar hukum pembatalan (nietig) ini adalah pasal 1335 KUH
Perdata, suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena
sesuatu sebab yang palsu.atau terlarang, tidak mempunyai kekuatangs,
vOleh karena itu, perjanjian yang dildkukan dengan terpidana atau mantén
‘terpldana korupsi tentang pembayaran uang pengantl t1dak bertentangan
dengan pasal tersebut.

Gugatan pembatalan juga dapat terjadi dengan alasan adanya cacat
juridis dari perjanjian yang ada, sehingga dapat dibatakan (vernig‘tgit :
baar). Dasar hukumnya adalah pasal 12_66-KUH Perdata(”'(”T Di mana salah

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (membayar'. hutangj. Ini bisa
| terjadi manakala terpidana atau mantan terpidana korupsi mengajukan
cicilan terhadap pembayaran uang penganti, tetapi ternyata janji itu tidak -
dlpenuhlnya maka berlakulah pembatalan perjanjian yang ada.

Selain alasan-alasan gugatan tersebut d1 atas, dltemul di lapangan '
bahwa terpidana atau mant_an terpidana korupsi meninggal dunia, sehingga -
penagihan pembayaran uaﬁg .pengganti mengaiami kendala. Cara yang

~ paling logis untuk menagih pembayaran uang penganti adalah gugatan

%8 Subekti. R. lihat pasal 1335 KUH P erdata. Hal. 341
_ % Lihat pasal 1266. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan
yang bertimbal balik, manakala salah satu plhak tidak memenuh1 kewa_ubannya (KUH
Perdata). Hal. 328 _ ‘
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kepada. ahli warisnya, mengingat ketentuan pasal 1100 KUH P_erdata yang
menyatakan:'®
“Para ahli waris telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal
pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian
yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.
'Sayangnya, ketentuan tersebut tidak efektif diterapkan bila ahli
warris menolak warisan dari terpidana. Lain halnya. apabila dapat
dibuktikan bahwa ahli waris menerima warisan dari terpidana, maka dapat

diterapkan ketentuan di atas.

Kombinasi pemakaian cara Non litigasi dan cara litigasi kiranya

dapat ._mengoﬁirrialkan pengembalian kerugian Negara. Alasannya, bila

salaih satu saja cara yang dipakai dan mengabaikan cara lainnya, maka hal
iﬁi sangat mengurangi kenerja pihak-pihak kejaksaan dalam

mengoptimalkan_ pengembalian kerugian Negara.

. Analis penegakan hukum pidanii korupsi dan.strategi yang perlu
diterapkan

Korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan dalam skala besar

dan haxhpir menyentuh semua aspek kehidupan. Korupsi di Indonesia telah

memasuki tahap yang 'sangat kompleks. Korupsi telah melanda seluruh

lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat

yang paling tinggi. Demikian pula dengan seluruh lapisan masyarakat.

Institusi-institusi  yang adapun banyak yang menyalahgunakan

' Subekti. R. lihat pasal 1100 KUH Perdata. Hal. 285
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kekuasaaannya dengan melakﬁica‘n korupsi. Ciri khas kekuasaan yang
dapat diselewengkan antara lain. Pertama, kekuasaan yang terpusat atau
sentralistis. Kekuasaan yang hanya berada dalam satu tangan, tidak
tersedia kontrol memadai sehingga cenderung disalahgunakan. Referensi
kekuasaan terpusat yang disalahgunakan dapat diambil contoh pada masa
Orde Baru, ketika dengan kekuasaan yang memusat sehingga kontrol dari -
rakyat bahkan wakil rakyat bisa dikebiri. Tiga kata yang sangat populer
' selrmg dengan tumbangnya rezim Soeharto adalah Korup31 Kolusi dan
Nepotlsme (KKN). Kedua, Lembeknya mental menghadapl bujuk rayu
korupsi. Contonya Dalam pemilu parlemen, banyak oknum partai-partai
diduga fnelakukan suap -atau lebih popule; dengan istilah politik uang )
(money politics').. Sejak reformasi yang dikilmandangkan tahun 1998
bmenyus'ul jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto,
Sudah -banyak dibicarakan tehtang korupsi dan bagaimana cara
mengatasinya oleh para pengamat penegak hukum,.tokoh LSM, pejaBat,
pendidik,_ dé.n juga pemimpin- .umat dari berbagai agama. Sebagai
' ektraordiﬁary cryme, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan
Berpacu dengan munculnya beragam modus operandi -}korupsi yang.
semakin canggih, karena itu diperlukan sinefgi daﬁ persamaan perseﬁsi .
dari seluruh komponen bangsa. Berdasarkan uraian diatas permasalahan
adalah bagaimanakah penegékan hukum terhadap tindak pidéna korupsi
| dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum

tindak pidana korupsi.
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Hasil penelitian dan pembahasan dari tesis ini bahwa upaya yang
digunakan dalam penegakan hukum dan pengembalian kérugian Negara
terhadap tindak pidana korupsi mengguhakan upaya penal (pidana) dan
juga di lakukan dengan gugatan perdata dengan cara Litigasi dan Non-
Litigasi. Disebabkan karena sistem peradilan pidana dipahami sebagai
‘kesatuan sistem yang terintegrasi yang terdiri dari subsistem Kepolisian
(Police), subsistem Kejaksaan (Prosecution Service), subsistem
Pengadilan (Court) dan Demikian pula halnya dengaﬁ desain prosedur
sistem peradilan pidana yang diterifcukan dalam KUHAP. Prosedur tersebut
~ membagi fungsi penegakan hukurﬁ dalam dua subsistem yang terpisah.
penyidikan (criminal investigation) dan penuntutan (prosecution) sebagai
bagian terpenting dalam. penegakan hukum‘.dira.ncang untuk dilaksanakan
oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem
cholisian, sementara pénuntutan’sepenuhnya menjadi fungsi subsistem
Kejaksaan, faktor-faktor yang rﬁenjadi penghambat adalah hambétan'
Struktural yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaréan negara
dan pemerintahan yang membuat pénanganan tindak pidana korupsi tidak
berjalan sebagaimana mestinya, hambatan Kultural, yaitu hambatan yang -
bersumber dari kebiasaan negatif yang bérkembéng di mésyarakat, |
hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersmnb‘gr dari kurangnya |
instrum‘en_ pendukung dalam béntuk peraturan perﬁndang-uhdangan'yang
membuat penan'génan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana

mestinya,dan hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari
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diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang
baik.

Dalam permasalahan Penegakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana korupsi dalam fangka pengembalian kerugian Negara |
menurut penulis sampai saat ini belum efektif (membaik) dikerenakan
hukum yang diterapkan bagi pelaku hanya sebatas hukuman badan dan
mengembalikan kerugian negara dan juga ditambah denda bagi sipelaku,
cara demikian hanya efektif membuat para pelaku menjadi jera atau kapotk,
tapi tidak membuat calon korupsi semakin berkurang dan berhenti.
Menurut hemat saya solusi yang paling efektif selain dari hukuman yang
tertulis di atas perlu tambahan hukuman mati atau hukuman dikucilkan
dari mésyarakat atau di buang kenegara lain alias dihapus dari kewarga
negaraan setempat dan jika para pelaku korupsi sudah di penjara maka
pemerintahan jangan memberikan remisi sedikitpun bagi mereka yang
telah mendapat kekuatan hukum tétap untuk dieksekusi. Jika ini
ditefapakan dengan sungguh-sﬁhgguh dan efektif  tidak menutup
kemungkinan bagi calon korupsi akan berpikir seribu kali untuk
melakukan kejahatan itu. dan untuk .men'goptimalkan pengembalian -
kerugian negara bisa dengan cara: litigési atau non litigasi karena cara ini
adalah éara yaﬁg efektif‘ untuk mengembaliakn keruéian Negara untuk
mengurangi kerugian Negara yang begitu besar dari penjarahan paré

korupsi. Dan = Usaha tambahan yang harus dilakukan untuk
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mengoptimalkan pengembalian kefugian Negara dalam perkara korupsi
antara lain: |
Mene_rbitkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi |
Membentuk Tim Pemburu Koruptor
Menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembgrantasah Korupsi
Menetapkan Delapan Langkah Pemberantasan Korupsi
Menerbitkan Keppres No. 11 Tahuﬁ 2005 Tentang Tim
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

'Usaha-usaha di- atas yang berupa kebijakan dan langkah-langkah
yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penegakan hukumltindak
pidana korupsi dan untuk mengupayakan mengembalikan kerugian negara
‘yang dapat diselamatkan adalah usaha yang paling tepat dan herus
berlanjut. Hal ini menunjukkan upaya konkrit penegak hukum untuk
pemberantasan dan pénangguiangan korupsi terus berlaku hingga
pengembalian kerugian Negara,. sekaligus merupakan implementasi dari
percepatan pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini ada Upaya dan strategi baru penegakan hukum
terthadap tindak pidané korupsi yang hafus memuat dua persyaratan
berikut, yaitu: pertama adanya komitmen politik ‘nasional untuk
memberantas korupsi. Kedua perlu adanya sejumlah aktivitas yang dapat .
dilihat oleh masyarakat luas sebagai entry-point atau pinfu masuk.

Beberapa aktivis tersebut harus dilaksanakan dengan segera, supaya tidak
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timbul anggapan dari masyarakat bahwe; para' penyelenggara Negara
belum benar-behar serius untuk memberantas korupsi. Enfry-point tersebut
dapat berbentuk adanya strategi pemberantasan korupsi nasional yang
disosialisasikan kepada masyarakat luas, adanya upaya nyata untuk
memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan
Pengadilan di ba_wahnya, dibentuknya Badan anti Korupsi, dan lain-lain

Praktek korupsi-dapat dilihat berdasarkan aliran prosesnya, yaitu
déngan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi dan pada
posisi setelah korupsi terjadi. Pada posisi sebelum perbuatan korupsi
| terjadi upaya pencegahannya bersifat preventif. Pada posisi perbuataﬁ
korupsi terjadi upaya mengi’dehtiﬁkasi atau mendeteksi terjadinya korupsi -
bersifat detektif. Sedangkan pada posisi ‘'setelah perbuatan korupsi terjadi
upaya untuk menyelesaikannya secara hukum dengan sebaik—t;aiknya;-
bersifat represif.

01

Menurut IGM Nurjana,'® strategi preventif harus dibuat dan

dilaksanakan dengan diarahkan ‘pada hal-hal yang menjadi penyebab
timbulnya praktek kofupsi.-Setiap penyebab korupsi yang terin'dentjﬁkasi
harus dibuat upaya preventifnya, .sehingga dapat menimalkan penyebab
korupsi. Di sémping itn, perlu dibuat upaya yang dapat menimalkan’
peluang untuk melakukan korupsi. Strategi -detektif .‘harus dibuat dan -

dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu’ perbuatan

kofupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat dikétahui

91 em Nurjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Universitas
Islam Indonesia 2009), him.402
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dalam waktu yang singkat dan akurat, sehingga dapat segera -
ditindaklanjuti dengan tepat | |

Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan
diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat
dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi. Dengan
derﬁikian, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikari,
penyidikan dan penuntutan' sampai .dengém peradilan .perlu dikaji untuk
- dapat disempurnakan disegala aspeknya sehingga proses penanganan
tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.!®

Dengan demikian; sesungguhnya yang .sangat dibutuhkan oleh
Bangsa kita dewasa ini guﬁa dapat menyelesaikan pérkara korupsi secara
adil dan benar menurut hukum bukanléh dengan hanya sekedar
mempersoalkan tentang “keberadaan” dari Pengadilan Korﬁpsi, melainkan
lebih kepada adanya suatu komitmen kolektif dengan cara cepat dan tepaf
dari para Aparat Penegak Hukhni, termésuk para Hakim di setiai) jalur dan
tingkatan Pengadilan, untuk menjadikan korupsi sebagai musuh _bersama..
Disdmpiﬁg tentunya diperlukan pula ketelitian dan _kecerfnatan Jaksa
- Penuntut Umum_dalam mengkonstruksi suatu dakwaan yang berkuélitas
sehingga mampu membuktikan adanya uﬁsur kesalahan dari Tér_dakwa
berkaitan-denge.m pérbuatan yang 'didakwékan kepadgnya. |

Semoga dengan terpenuhinya kedua hal tersebut diatas,

pemberantasan segala bentuk tindak pidana korupsi di negeri ini yang -

192 1bid him.402
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' memang telah begitu banyak menimbulkan kerugian bagi keuangan dan
perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional 'dapat

segera terwujud.
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A.

BAB1V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan - hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang

telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.

1.1.

1.2.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam
rangka pengembalian kérugié.n Negaia menurut penulis sampai saat ini
kurang atau tidak efektif. Tidak efektifnya adalah:

Penegakan hukum terhadap ‘te.rpidana dan mantan terpidana korupsi
hanya menimmbukan efek jera untuk tidak mengulangi lagi atas
perbuatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak
mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara.

Pengembalian kerugian Negara yang telah dikorupsi oleh terpidana
dan mantan terpidana lebih kecil jumlahhya_daripada kerugian Négara

yang belum dikembalikan, yaitu; dari tahun 2001-2003, jumlah

- kerugian Negara yang diakumulasi keseluruhannya sebanya Rp.

2.379.600.566.067 terliun. Sedangkan yang berilasil dikembalikan
sebanyak Rp. 24.783.789.839. meliar. Semua itu diakii)atkan terpidana
atau mantan terpidana meninggal dunia dan juga melarikan diri keluar
negeri dan ada juga yang tidak tahu domfsilinya. |

Selama ini usaha yang telah dilakukan pihak Kejaksaan, dalam hal ini

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara:(JAM DATUN)
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selaku pihak yang berwenang dalam mengobtirﬁalkan pengembalian
kerugian Negara dengan-cara penagihan pembayaran uang pengganti
(kerugian Negara), adalah dengan cara Non-litigasi dan litigitasi.

2.1. Cara Litigasi dilakukan dengan cara membawa terpidana atau mantan
terpidana kasus tindak pidana korupsi ke pengadilan déngan membﬁat
gugatan perdata dan gugagatan Wnprestasi, Gugatan pidana dan
gugatan pembatalan.

2.2. Cara kedua adalah cara Non-litigasi, cara ini yaitu dengan
mengetengahkan fungsi alternatif dalam penyelesaian seﬁgketa, yaitu

melalui negosiasi, dan mediasi, konsiliasi ataupun albitrase.

B. Saran
Saran yang dapat diberikén adalah diperlukannya peran serta seluruh
lapisan masyarakat yang dimulai dari kesadaran diri masing-masing
untuk mematuhi hﬁkum dan m‘enjaﬁhi perbuatan korupsi, merupakan
bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi di segala bidang

karena korupsi sudah menyangkut moral bangsa

1. Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk
mengembalikan kerugian negara sebaiknya tidak tumpang tindih
antar instansi dan kebijakan yang dibentuk dan ditetapkan
dirumuskan sécara jelas tﬁjuan dan arahnya sehingga penegakan
“hukum  tindak -pidana_kdrupsi untuk mengembalikan kerugian

négara dapat lebih optimal.
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2. Pemerintah ‘sebaiknya melakukan evaluasi atas kebijakan dan
langkah-langkah pemberantasan korupsi yang pernah dibuat. Ke

- depan kebijakan anti korupsi harus lebih komprehensif, konkrit,

dan didukung oleh sistem pengawasan untuk memastikan

kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para menteri dan jajaran
pemerintah.. Orientasi pemberantasan korupsi tidak saja fokus pada
langkah penindakan hukum namun harus berjalan beriringan
dengan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pencegahan
korupsi di semua sektor, selaras dengan Rencana Aksi Nasional

Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang sudah disusun.
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